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Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat
Ke@tusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Ke%dayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan
0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi
Ba@sa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.
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zZ
A. ®Konsonan

c

2 Arab Latin Arab Latin

2 \ L

5 A Th

» @ B L Zh

c
<O T & ¢
& Ts 2 Gh
d J 4 F
C H ) Q
< Kh d K
2 D dJ L
3 Dz ? M

n D O N

&

& J 5 W

E o J H

B

2. Sy E ‘

(2]

c o= Sh $ Y

=

< U= Di

)

e

B.\glokal, panjang dan diftong
;c}; Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah

U Eé_l

Janjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

itulis dengan “a”, kasrah dengan

73
1

E\/ocal (a) panjang = A misalnya J& menjadi gala

;\Iocal (i) panjang = T misalnya J& menjadi gila
<]

nery wis

Vi

, dlomah dengan “u”, sedangkan bacaan
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©
Yocal (u) panjang = U misalnya ¢ s> menjadi diina
Q

~ Khusus untuk bacaan ya™ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan

-0

17, melainkan tetap ditulis dengan*iy” agar dapat menggambarkan ya™ nisbat
gdriakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya™ setelah fathah
%itulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

?iftong (aw) = » misalnya J& menjadi gawlun

Qiftong (ay) = = misalnya _»= menjadi khayrun

wn
. T2’ marbithah (3)
> Ta™ marblthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah

%alimat, tetapi apabila Ta™ marbithah tersebut berada di akhir kalimat, maka
%itransliterasikan dengan menggunankan “h” misalnya 4wl 4l menjadi
alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan
kalimat berikutnya, misalnya U 4, —8menjadi fi rahmatillah.

. Kata Sandang dan Lafdh al-jalalah

Kata sandang berupa “al” (J! (ditulis dengan huruf kecil, kecuali
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di
Yengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

% Perhatikan contoh-contoh berikut ini:
g. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
é. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan ...

(o]
Masya“Allah kdna wa ma lam yasya™ lam yakun
=

I

vii
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ABSTRAK

2MEBH ®

o Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Fenomena Nikah Gratis yang terjadi di
lingkungan KUA Kecamatan Bunut, yang cenderung dilaksanakan oleh pengantin
dengan beberapa kategori seperti, Pendidikan dan ekonomi rendah,janda duda dan
juga:pernikahan dibawah umur, Tesis ini adalah hasil penelitian lapangan di
KUA Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan. Penelitian dilakukan untuk
mengetahui Problematika Nikah gratis dalam Pelaksanaannya juga dampak Nikah
grabis di KUA Kecamatan Bunut dan pandangan Hukum islam

¢n Data Penelitian ini dihimpun dari Peraturan — Peraturan terkait Biaya Nikah
yakni Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2014, Peraturan Pemerintah No 15
tahlln 2019 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2016 sebagai data
prifier, juga wawancara dengan pihak -pihak yang menjalankan aturan ini, yaitu 5
petdgas KUA kecamatan Bunut, dan 10 pengantin yang mendaftarkan pernikahan
di KUA Kecamatan bunut dengan gratis di tahun 2021.

< Hasil penelitian ini menunjukkan Pertama, Pelaksanaan Nikah Gratis
terbagi menjadi 3 pilihan yakni pernikahan dengan biaya Rp.0 gratis didalam
kantor, pernikahan dengan biaya Rp.600,00,- diluar kantor atau di luar jam kantor
dan pernikahan gratis di luar kantor dengan syarat menyertakan SKTM (Surat
Keterangan Tidak Mampu dan dalam pelaksnaannya banyak pengantin yang
lebih memilih untuk melaksanakan pernikahan secara gratis dijam Operasional
KUA dan Pelaksanaannya Didalam Kantor KUA, Kedua, dampak Nikah Gratis di
KUA di KUA Kecamatan Bunut, dibagi menjadi 2 bagian yakni dampak positif
dan negatif baik bagi pengantin maupun pihak KUA kecamatan Bunut. Ketiga,
dalam tinjauan hukum islam, pada dasarnya pernikahan tidaklah memiliki aturan
dalam hal biaya pernikahan baik itu, berbayar maupun gratis, pernikahan dengan
biaya gratis adalah satu kemudahan yang dapat dipilih oleh pengantin, namun
sya;sat untuk melakukan pernikahan gratis dengan menyertkan SKTM (Surat
Ketérangan Tidak Mampu) , perlu peninjauan Kembali , karna salah satu syarat
dalin pernikahan adalah mampu memberikan Uhbah (bekal) untuk
mes\ngsungkan kehidupan rumah tangga.

ek

()
Katngunci : Pernikahan, Gratis, Hukum, Islam

viii
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ABSTRACT

AEeH @

o This research is motivated by the Free Marriage Phenomenon that occurs
in the KUA Bunut District, which tends to be carried out by brides with several
categories such as, low education and economy, widows and underage marriages.
Thig thesis is the result of field research at KUA Bunut District, Pelalawan
Regency. . The research was conducted to find out the problems of free marriage
in ifS implementation as well as the impact of free marriage in the KUA of Bunut
District and the view of Islamic law.

< This research data was compiled from Regulations related to Marriage Fees,
narﬁély Government Regulation No. 48 of 2014, Government Regulation No. 15
of 2019 and Minister of Religion Regulation No. 12 of 2016 as primary data, as
welb as interviews with parties implementing this rule, namely 5 Bunut sub-
district KUA officers, and 10 brides who registered marriages at bunut sub-district
KUA for free in 2021.

S The results of this study indicate: First, the implementation of free
marriages is divided into 3 options, namely marriage at a cost of Rp. O free in the
office, marriage at a cost of Rp. 600.00, - outside the office or outside office hours
and free marriage outside the office on the condition that it includes SKTM
(Certificate of Incapacity and in its implementation many brides prefer to carry
out marriages for free during KUA Operational hours and its Implementation in
the KUA Office, Second, the impact of Free Marriage at KUA in KUA Bunut
District, is divided into 2 parts, namely positive and negative impacts both for the
bride and the KUA in Bunut sub-district.Third, in a review of Islamic law,
basically marriage has no rules in terms of wedding costs, whether paid or free, a
freg wedding is an convenience that the bride and groom can choose, but the
coriditions for marriage free by attaching SKTM (Certificate of Incapacity) , pe It
needs reconsideration, because one of the conditions in marriage is being able to
proﬁde Uhbah (supply) to carry out domestic life.

j+¥)

B8 :
Keywords: Marriage, Free, Law, Islam
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PENDAHULAN

atar Belakang Masalah
Membentuk keluarga yang kuat dan tangguh memerlukan Ikhtiar dan
gsaha yang kuat juga sungguh-sungguh , terkhusus pada pasangan perempuan
@an laki-laki yang akan dan sedang membangun mahligai rumah tangga,
%engetahuan tentang mewujudkan keluarga bahagia, kesadaran bersama dalam
Q%embangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi
%erbagai konflik keluarga, serta komitmen dalam menghadapi berbagai
tantangan kehidupan global yang semakin berat, yang semuanya menjadi
prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap pasangan menikah.
Tanpa semua itu, keluarga yang kokoh dan tangguh akan sulit
diwujudkan. Akibatnya, kehidupan perkawinan menjadi rapuh dan rentan

mengalami konflik tak berujung dan berakhir dengan perpecahan. Ketika

7))
Ex:eutuhan rumah tangga dipertaruhkan , sesungguhnya masa depan bangsa

I°

sedang digadaikan . karena ketika sebuah perceraian terjadi , maka berbagai

el

rsoalan bangsa akan muncul menyertainya, seperti lahirnya proses

f1 g4

kemiskinan, khususnya pada perempuan dan anak-anak . perceraian juga

OAI

qnenjauhkan anak -anak dari kehidupan yang sehat dan sejahtera, serta hak-

“hak anak terabaikan’.

JI

Impian dari sebuah pernikahan tertuang dalam Pasal 1 Undang undang

omor 1 tahun 1974 bahwa  Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara

&

! Subdit Bina Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta : Ditjen Bina KUA
uarga Sakinah,2017) h.2
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©

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
0]

@embentuk keluarga (rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan

92

©
Ketuhanan yang Maha Esa™. Kemudian pada Pasal 2 disebutkan bahwa

%erkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

3

-~
@gama dan kepercayaannya itu®. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

(ﬁeraturan perundang-undangan yang berlaku.

c
& Perintah pencatatan perkawinan tidak ada di dalam nash yang

QD
Jmenyebut secara langsung, Pelaksanaan pencatatan didasarkan kepada ijtihad

%ara ulama dan diadopsi oleh negara dalam menyusun peraturan perundang-
undangan tentang perkawinan ini. Pencatatan ini didasarkan kepada
Mashlahah Murshalah, yaitu dalil hukum untuk menetapkan hukum atas
persoalan -persoalan baru yang secara eksplisit yang tidak disebutkan di dalam
Al -Quran, karena nash tidak melarang dan tidak menganjurkannya. Oleh
karenanya manfaat pencatatan pernikahan itu sangat penting dilaksanakan

7))
©leh para mempelai , sebab buku nikah itu yang mereka peroleh itu merupakan

¢°]
Pukti autentik tentang keabsahan pernikahan itu baik menurut agama maupun

e
S

D
«Q
QD
=
QD

Meski, tidak ada satupun kelompok Ulama yang dengan tegas

IPATUN D

engemukakan pentingnya pencatatan nikah, tetapi apa yang dikemukakan

0A31S

leh Imam Maliki terkait dengan hukum kehadiran saksi dalam pernikahan ,

jalan untuk dijadikan sandaran hukum pencatatan nikah ,Imam maliki

Undang-undang republic Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bab |

Ag uejms 3

Dasar perkawinan pasal 1&2.

¥ Kompilasi Hukum Islam (Bandung :Fokus Media, 2012), h.7
* Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam Indonesia, (Depok: Kencana 2017), h.236.
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‘menyebutkan bahwa saksi tidak perlu dihadirkan pada waktu akad diucapkan
0]
ﬁan bisa dihadirkan setelahnya kemudian, imam malik juga menegaskan
=

pentingnya alasan memberikan pengumuman tentang pernikahan yang
%isaksikan, dan hal ini dapat dijadikan pijakan pentingnya pencatatan

-~
gernikahan pada saat ini , pandangan kelompok ini, saksi tidaklah harus

Buepun-Buepun 1Bunpuiq e3di deH

ﬁihadirkan pada saat pernikahan dilaksanakan, saksi dapat dihadirkan

c

;si_etelahnya, dan fungsi dari saksi tersebut adalah untuk menegaskan bahwa
QD

adanya pelaksanaan pernikahan.’

QO

= Di Indonesia pencatatan perkawinan bagi masyarakat beragama islam

dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) , Kantor Urusan Agama
merupakan lembaga Kementerian Agama tingkat kecamatan yang

memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat muslim, di Kantor

‘nery eysng NiN Jelem BueAk uebunuadey ueyibniaw yepn uedinbusd “q

‘yejesew njens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAley uesiinuad ‘uenijpuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uedinbusd e

Urusan Agama yang memberikan pelayanan kepada umat Islam dalam urusan
perkawinan dan pembinaan keluarga muslim dan dalam pencatatan
§erkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau wakil pegawai
%encatat nikah.

Tempat Pelaksanaan akad perkawinan, menurut PMA No.1 tahun 2007

Jaquuns ueyingaAusw uep ueywniuedsusw eduey Ul siin) eAley yninjes neje uelbeqgas dinbusw Buele|iq ‘|

ntang pencatatan nikah diatur bahwa perkawinan dapat dilakukan dalam dua

AI% Jrure

ilihan, yaitu didalam KUA atau di luar KUA, kantor KUA sendiri

I

enyediakan dan memfasilitasi masyarakat yang ingin melaksanakan

ernikahannya di KUA, berupa ruangan dan pelaminan sederhana®.

‘nery e)sng NN uizi eduey undede ynuaq wejep 1ul sin} eAley yninjgs neje ueibegas yeAueqiadwaw uep ueywnwnbusw Buele|q ‘g

> Zulkifli, Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Maghasid Syariah, Tesis UIN
SUSKA RIAU, : 2021, h.4

® Hasil Wawancara dengan Endang Noprianti, Pegawai Kantor Urusan Agama
Kec;xinatan Bunut, tanggal 17 Februari 2022.
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T Biaya pencatatan nikah dan rujuk secara formal diatur dalam Peraturan

0]
?emerintah nomor 51 tahun 2000 dan ditegaskan kembali dengan Peraturan
=
Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 dengan besaran Rp30.000 peristiwa biaya
_.Bgencatatan nikah dan Rujuk yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah

-~
dersebut adalah biaya pencatatan atas peristiwa nikah dan rujuk yang terjadi di

(%UA sedangkan biaya pencatatan peristiwa yang dilangsungkan diluar KUA

n

idak diatur dalam peraturan pemerintah tersebut’.

A

; Karena permintaan masyarakat yang menghendaki adanya pernikahan
%i luar kantor KUA bahkan di luar hari kerja untuk mengawasi dan mencatat
peristiwa nikah sesuai tugas dan fungsinya PPN atau wakil PPN memerlukan
biaya tambahan transportasi dan biaya biaya lainnya, Pungutan - pungutan
inilah yang dinilai liar atau tidak memiliki payung hukum yang memadai.
Pernikahan gratis pertama kali diatur pada tanggal 27 juni 2014 oleh
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Menandatangani peraturan pemerintah
ﬁomor 48 tahun 2014, pada tanggal 10 Juli mulai diberlakukan peraturan
%emerintah nomor 48 tahun 2014 peraturan pemerintah ini lahir untuk
:inenggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 agar tidak terjadi
;Eungutan liar atau gratifikasi. Peraturan Pemerintah ini berisi penetapan biaya
%encatatan nikah di KUA pada jam dan hari kerja Nol Rupiah (Rp.0) dan
‘gpabila dilaksanakan diluar dikenakan biaya Rp600.000 pengecualian
@rhadap warga yang tidak mampu secara ekonomi dan atau korban bencana

%ng melaksanakan nikah atau rujuk di luar KUA dapat dikenakan tarif nol

11eAg

" Hasil wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci, Bapak Azwar

aira, S.Ag, tanggal 09 Februari 2022
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©
Tupiah (Rp.0) dengan syarat membawa SKTM (Surat Keterangan Tidak
0]

:lg/lampu) dari lurah atau camat®.

eyd

Terbitnya aturan PP Nomor 19 Tahun 2015 adalah Peraturan

%emerintah yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan

A

degara bukan pajak yang berlaku pada Kementaerian Agama. Jenis

N

Qenerimaan itu berasal dari Perguruan Tinggi Agama dan Kantor Urusan

n

;@\gama Kecamatan. Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal
QD
dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam Pasal 5 dijelaskan sebagai

QO

Perikut :

1. Setiap Warga Negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor
Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan
baiaya pencatatan nikah atau rujuk.

Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama
Kecamatan dikenakan baiaya transportasi dan jasa profesi sebagai
penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini.

Terhadap Warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau
korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor
Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah).

JureAg uejpng jo A3ISIaApU) dITWR[S] 338IS v

®Hasil wawancara dengan Ketua Tata Usaha KUA Kecamatan, Bapak Riko candra,

tangg.\al 09 Februari 2022.
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Ketentuan mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp
0,00 (nol rupiah) kepada Warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi
dan/ atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar
Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah mendapat persetujuan dari

Menteri Keuangan.®

BYSNS NIN Y!1w e}dIo jew ®

Aturan nikah gratis selanjutnnya diatur dalam penjelasan PP Nomor 19

Aahun 2015 ini dijelaskan bahwa besaran tarif per peristiwa nikah atau rujuk

e

‘adalah sebesar Rp 600.000,.2°

Tak hanya sampai disitu aturan ini kembali diperbaharui dalam
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2016 tentang
pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas biaya nikah atau
rujuk di luar Kantor Urusan Agama. Menegaskan bahwa perkawinan yang
dilakukan di Kantor Urusan Agama dikenai biaya Rp.0 sedangkan biaya di
E@Jar Kantor Urusan Agama dikenai biaya Rp600.000™. Petunjuk teknis
ntang pengelolaannya diatur dalam keputusan Dirjen Bimas Islam No.
.J.III/304 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan PNBP atas Biaya
ikah atau Rujuk diluar KUA Kecamatan®?.

Tak jauh berbeda dari aturan sebelumnya, di dalam PMA No 12 Tahun

SISATUG DII@E[S*S

16, ditetapkan bahwa catin wajib membayar biaya nikah yang

laksanaannya dilaksanakan di luar kantor sebesar Rp.600.000,-, biaya

e3|nsgo &g

% Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik

Indonesia, Op. Cit, h. 224.

As

' Ibid, h. 233.
"Lihat PMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

e

Paj@h-Yang Berlaku Pada Departemen Agama, pada pasal 18 dan 20.

2 Lihat keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.111/304 Tahun 2016

nery wisey[
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©
fersebut difungsikan untuk Peneriman Negara , dan sebagai biaya tranportasi

0]

ﬁenghulu. Sementara bagi catin yang menyertakan SKTM (Surat Keterangan
Hidak Mampu) dari kelurahan atau kecamatan, dapat melaksanakan
o)

Pernikahan di Luar Kantor dengan Biaya Rp.0,-./ gratis.

;__v' Aturan nikah gratis (Rp.0) ini menjadi sebuah Problematika dengan

gmbulnya dampak baik positif maupun negative, juga tanggapan yang
@eragam di kalangan masyarakat yang beragama Islam mengingat subjek dari
%ernikahan adalah masyarakat Indonesia pada umumnya khususnya yang
Eeragama Islam, tanpa memandang status sosial baik miskin ataupun kaya
C?‘Fnemiliki hak untuk melaksanakan sebuah pernikahan bila syarat dan rukun
sudah terpenuhi.

Untuk mengetahui Problematika dalam fenomena Nikah gratis penulis
melihat penerapan dan dampak aturan biaya nikah gratis di KUA kecamatan
Bunut, dengan melakukan pengumpulan data jumlah pernikahan dari tahun
2015 hingga tahun 2020, di salah satu kecamatan yang ada dikabupaten
pelalawan, untuk mengetahui perbandingan peristiwa pernikahan sebelum dan

%esudah adanya aturan PMA No 12 tahun 2016 .

Tabel 1.1
Jumlah Peristiwa Pernikahan Di KUA Kecamatan Bunut

IS

o5}

2.

(o)

@ Tahun | Jumlah pernikahan |Jumlah pernikahan | Jumlah pernikahan

E Luar kantor Dalam kantor

@ 2015 | 62 Peristiwa Nikah | 22 Peristiwa Nikah | 84 Peristiwa Nikah

“ 2016 60 Peristiwa Nikah | 25 Peristiwa Nikah | 85 Peristiwa Nikah

9 2017 57 Peristiwa Nikah | 31 Peristiwa Nikah | 88 Peristiwa Nikah

g 2018 50 Peristiwa Nikah | 50 Peristiwa Nikah | 100 Peristiwa Nikah

g 2019 45 Peristiwa Nikah | 43 Peristiwa Nikah | 88 Peristiwa Nikah

g 2020 38 Peristiwa Nikah | 48 Peristiwa Nikah | 86 Peristiwa Nikah

§umber Data: Data pernikahan Luar dan dalam Kantor KUA Kec.Bunut'®,

wn

S

E\- 3 Hasil analisis arsip data buku pendaftaran di KUA Kecamatan Bunut, Tangal 15
Feb%ari 2022.
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Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah pernikahan

>

ﬁiluar kantor lebih banyak dibanding pernikahan didalam kantor dengan biaya
f_ératis (Rp.0), namun pernikahan Rp. 0 terlihat meningkat setelah adanya
Bturan PMA no 12 tahun 2016, dari 22 peristiwva pernikahan hingga 25
@eristiwa pernikahan naik menjadi 31 hingga 48 pernikahan di dalam kantor.
Z Sementara itu pernikahan diluar kantor dengan menyertakan SKTM,
cé)elum terlaksana sama sekali di KUA kecamatan Bunut, hal ini dibenarkan
QEleh Operator Sistem informasi Nikah (SIMKAH), bahwa dalam masa
gendaftaran pernikahan dari tahun 2015 hingga 2020, pelaksanaan nikah gratis
di Luar Kantor Urusan Agama belum terlaksana, sesuai aturan PMA No.12
tahun 2016, di KUA kecamatan Bunut*.

Melalui Wawancara yang penulis lakukan sebagai awal mendapatkan
informasi mengenai  problematika nikah gratis ini, adalah umumnya
pernikahan gratis (Rp.0 ) diminati dan dilangsungkan oleh beberapa Kategori
g?iantaranya :

Kalangan masyarakat berekonomi dan berpendidikan rendah,

Kalangan Anak menikah di bawah Umur (dengan membawa persyaratan
tambahan berupa putusan pengadilan agama)

Kalangan masyarakat pendatang baru yang bukan merupakan warga asli
daerah kecamatan.

Pernikahan dengan Wali Hakim

Hasil Kesepakatan Kedua belah pihak mempelai.

JUIRAG UBI[NGJO AJISIJATU) DIRR[S}-33

“Hasil wawancara dengan Bapak Hendra, S.IP Operator Simkah KUA Kecamatan Bunut,

tang%l 14 Februari 2022.
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Pernikahan akibat kecelakaan atau hamil diluar nikah
Pernikahan janda dan duda.

Dari 7 kategori diatas ada 3 kategori yang sepatutnya menjadi

gw e1diodeh O

rhatian dalam penelitian ini yaitu pernikahan gratis (Rp.0) yang

a !

1laksanakan oleh kalangan masyarakat berekonomi rendah, berpendidikan

ndah dan pernikahan akibat kecelakaan atau hamil diluar nikah, serta

S NI

ibawah umur.

Y e®sn

Hukum menikah bagi seorang laki -laki akan berbeda satu sama lain,

snel

al ini menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan masing-masing. Maka
wajib hukumnya bagi seorang laki -laki yang mampu, dan ia juga
menginginkan pernikahan dan khawatir akan terjerumus kepada perzinahan,
karena menjaga kesucian diri dari yang haram adalah wajib, dan tidak
sempurna penjagaan tersebut kecuali dengan menikah. Namun jika seseorang
P'dpgin menikah tapi tidak mampu memberi nafkah, maka berlaku baginya

sV
firman Allah Swt dalam Al Quran Surat An Nur ayat 33° ;

@
QT Pl s

P - 7 A I B~ A I R A P
E. wa&‘ﬁx&,é} BQQ}A&/-Y&;&J‘W)
%rtinya : Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga
& kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada
4 mereka dengan karunia-Nya. (QS.An Nur (24) : 33)
w
‘5 Ayat diatas merupakan perintah Allah Swt, yang ditujukan kepada
-
g_mki-laki yang tidak berkemampuan untuk menikah , untuk menjaga kesucian
diri mereka dari melakukan perzinahan, sehingga Allah nantinya akan
%)
2. BLihat, Syaikh Muhamad Saalih al Munajjid, Pertanyaan dan jawaban Islam, (Hukum

Nikaﬁ) pertanyaan no.5511, www.gnaislam.com, diakses 23 mei 2022, pukul 23:14.
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membantu mereka dengan memberikan kemampuan untuk mereka dengan
0]

garunia Nya.

©
guga Rasulullah Saw bersabda Sebagaimana :
=i

£

E\G;;wau;rﬁﬁ\uﬁumﬁwuﬁoj&d\u&u\mbb

-~

w&l«//«ilé?xlﬂulaaeﬁjvwsdu;’”m )Abs,q;ézd;;i
= ° ° 8 P
A5 o Lasly el Pa8T 86 23l S plei os

o

-

o

g

ngla Bys

rtlnya Telah menceritakan kepada kami ‘Abdan dari Abu Hamzah dari Al
A'masy dari Ibrahim dari 'Algamah berkata; Ketika aku sedang
berjalan bersama 'Abdullah radliallahu ‘anhu, dia berkata: Kami
pernah bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang ketika itu
Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi
keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu
lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga
kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (menikah) maka
hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng
baginya".(HR :Bukhari no : 1772)*

Hadis Rasulullah diatas menjadi dasar dalam hal hukum menikah, kata
gukum yang dimaksud, memiliki makna yakni sifat syara’ pada sesuatu
ﬂ)@perti wajib, haram, makruh dan sunnah, dan mubah. Menurut ulama
:iianafiyah , hukum menikah itu adakalanya mubah, mandub, wajib, fardu,

:(Enakruh dan haram, sedangkan mazhab-mazhab lain tidak membedakan antara

Aajib dan fardu, secara personal hukum menikah berbeda disebabkan

JISEIAI

E)erbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi naluriahnya sebagai manusia

ﬁlaupun, dari segi kemampuan hartanya, masing-masing mukallaf memiliki

Ag uej]

18|_ihat Ensiklopedia kitab 9 imam hadist, sumber : Bukhari, Kitab :Shaum, Bab :Puasa

JLIg

bagi Larang yang khawatir atas dirinya karena nafsu kelajangannya No hadis: 1772.

nery wise
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©
fwukum tersendiri yang lebih spesifik sesuai dengan kondisinya, baik itu

e

Tarta fisik, dan akhlak"".

Dari uraian diatas ada yang sangat esensi untuk calon pengantin

tw eyd

nengerti apa yang harus dilakukan oleh mereka sebelum pernikahan mereka

ipatri dengan akad nikah secara resmi dan diakui baik menurut agama adat

(!

IStiadat bahkan oleh negara. Untuk sebuah pernikahan yang akan melahirkan

% N SgN |

ehidupan rumah tangga yang samara harus memiliki 2 kreteria :

Bahwa calon pengantin mempunyai keinginan untuk melangsungkan

nel ey

pernikahan itu dan juga berkeinginan mencari jalan supaya mereka hidup
bahagia.
2. Calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan seyogyanya sudah
mempunyai kemampuan lahir maupun batin.
Sementara itu bila kita lihat didalam PMA no 12 tahun 2016 pada
BAB V Pasal 20 bahwa :

Ayat 1 Catin yang tidak mampu secara ekonomi dan atau korban bencana
dapat dikenakan biaya nikah atau rujuk tarif Rp.0,00 (nol Rupiah)

Ayat 2 Kiriteria tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat 1
didasarkan pada Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari lurah atau
kepala desa yang diketahui oleh Camat atau kartu miskin.

Ayat 3 Dalam hal salah satu catin mampu secara ekonomi, tidak dapat
dikenakan tarif Rp.0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas penulis memandang

ahwa aturan terkait Pernikahan gratis menjadi Problematika bagi pihak KUA,

neny m;sef;}w&s U Nng Jo AJISIdATU) dDIWER[S] d}e3S

7 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figih Munakahat, (Jakarta, Amzah, 2011), cet. Ke-2
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Jmaupun pasangan pengantin, aturan biaya nikah sekedar memperjelas biaya
0]

:5ernikahan dikantor maupun luar kantor agar pelaksanaan pernikahan jauh
=
Mari gratifikasi dan pungutan -pungutan liar, tanpa memperhatikan dampak

-iain bagi Pihak KUA maupun masyarakat khususnya calon pengantin yang

-~
@ari segi kemampuan baik materi dan Pendidikan lemah untuk memudahkan

zZ . :
ngelangsungkan pernikahan, tanpa persiapan yang matang, yang akan

c
;@erdampak pada keberlangsungan kehidupan rumah tangga. hal demikianlah
QD
yang membuat penulis perlu menganalis dan penelitian ini penting untuk

QO
dilakukan.

. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis

mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai

berikut;

a. Tidak terlaksananya penerapan aturan nikah gratis (Rp.0) diluar
kantor KUA.

b. Belum jelas dampak Negatif dan Positif aturan biaya nikah gratis
(Rp.0) dikantor KUA.

c. Belum jelasnya pandangan Hukum Islam terhadap Problematika nikah
gratis (Rp.0) di KUA.

d. Belum terlaksananya praktik biaya nikah gratis (Rp.0) di KUA

Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku.

nery wisey JireAg uejng jo AJISIdAIU) dDIWE[S] 3}e}S



‘nery e)sng NN uizi eduey undede ynuaq wejep 1ul sin} eAley yninjgs neje ueibegas yeAueqiadwaw uep ueywnwnbusw Buele|q ‘g

NV VISNS NIN
o0}

&

‘nery eysng NiN Jelem BueAk uebunuadey ueyibniaw yepn uedinbusd “q

‘yejesew njens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAley uesiinuad ‘uenijpuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uedinbusd e

b)

—g>

>

A\

Jaquuns ueyingaAusw uep ueywniuedsusw eduey Ul siin) eAley yninjes neje uelbeqgas dinbusw Buele|iq ‘|

7

Buepun-Buepun 1Bunpuiq e3di deH

C.

neny wisey jiieAg uejngJo AJSIdAIU) dIWER[S] 3}8}§

w NEIY eYsSNS NN Y!1w eldiodep o

13

Batasan Masalah

Agar pembahasan-pembahsan ini lebih terfokus kepada inti
masalah yang dituju perlu adanya pembatasan masalah yang dibahas yaitu
“ Problematika nikah gratis (Rp.0) dikantor KUA, Tinjauan Maghasid
Syariah”. Dalam masalah ini penulis hanya membahas tentang dampak
dan tinjauan Hukum Islam terhadap aturan nikah gratis pada PMA no 12
tahun 2016, pernikahan yang dibahas pun ialah pernikahan yang telah
dicatat pada pegawai pencatat perkawinan dan pelaksanaannya dilakukan
gratis di Kantor Urusan Agama.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, rumusan
masalah dari tema yang penulis angkat mengenai “Problematika Nikah
Gratis (Rp.0) dikantor KUA, di Tinjau Menurut Hukum Islam” ialah :

a. Bagaimana Pelaksanaan nikah gratis (Rp.0) di Kantor KUA
Kecamatan Bunut ?

b. Bagaimana Dampak nikah gratis (Rp.0) dikantor KUA Kecamatan
Bunut ?

c. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Problematika nikah

gratis (Rp.0) dikantor KUA Kecamatan Bunut?

ujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki tujuan, diantaranya :
a. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan nikah gratis (Rp.0) di

Kantor KUA Kecamatan Bunut



‘nery e)sng NN uizi eduey undede ynuaq wejep 1ul sin} eAley yninjgs neje ueibegas yeAueqiadwaw uep ueywnwnbusw Buele|q ‘g

b)

—g>

>

NV VISNS NIN
o/l
L 1]
ﬂ:
=

‘nery eysng NiN Jelem BueAk uebunuadey ueyibniaw yepn uedinbusd “q

‘yejesew njens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAley uesiinuad ‘uenijpuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uedinbusd e

A\

Jaquuns ueyingaAusw uep ueywniuedsusw eduey Ul siin) eAley yninjes neje uelbeqgas dinbusw Buele|iq ‘|

0

£
)

Buepun-Buepun 1Bunpuiq e3di deH

nery wisey JireAg uejng jo AJISIdAIU) dDIWE[S] 3}e}S

nelry e)ysng N Yijlw ejdio yeH o

14

b. Untuk mengetahui Dampak aturan nikah gratis (Rp.0) di KUA
Kecamatan Bunut..
c. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam pada aturan nikah gratis
(Rp.0) dikantor KUA.
Manfaat Penelitian
Kegunaan dan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini
adalah :
a. Secara Teoritis
Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu
pengetahuan, khususnya ilmu dibidang Hukum Perdata Islam yang
berkenaan dengan Hukum Keluarga Islam. Diharapkan pula dapat
memberikan informasi terkait Probelematika biaya nikah gratis (Rp.0)
dikantor KUA di tinjau menurut Hukum Islam.
b. Secara Praktis
1) Penelitian ini berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan
keilmuan, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam bidang
akademik dan masyarakat luas, sumbangan pemikiran, serta bahan
bacaan mengenai Problematika nikah gratis (Rp.0) dikantor KUA
di tinjau menurut Hukum Islam.
2) Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan manfaat
kepada para praktisi Hukum Islam dan pihak yang berkompeten

dengan pelaksanaan hukum.
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3) Bagi peneliti, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan
gelar Magister Hukum (MH) pada Prodi Hukum Keluarga Islam

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

istematika/ Teknik Penulisan
Pembahasan dalam penelitian ini merupakan suatu kesatuan yang tidak
apat dipisahkan. Secara garis besar penelitian ini akan membahas dan

enguraikan masalah yang disusun dalam limam bab setiap bab terdiri atas

CARSIEDES

éberapa pembahasan, hal ini bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan

n

permasalahan dengan baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika proposal
dengan judul “ Problematika nikah gratis (Rp.0) dikantor KUA, di tinjau
menurut Hukum Islam. lalah.

Bab | Pendahuluan; terdiri dari 5 sub bahasan yaitu Latar belakang
suatu masalah yang kemudian akan dirumuskan permasalahannya untuk
ﬁenspesifikasikan masalah yang akan dibahas, tujuan dan kegunaan
%enelitian, dan sistematika penulisan yang tujuannya untuk memberikan

j+¥)
%ambaran umum mengenai kerangka pembahasan penelitan.

Bab Il Tinjauan Pustaka; pada bab ini terdiri laporan penelitian

I%IBA!UD

rdahulu yang dikutip dari jurnal ilmiah terkait, landasan teori yang berisikan

& A}

encatatan perkawinan dan Aturan terkait Biaya Nikah serta biaya nikah gratis

136 J

p.0) di KUA menurut aturan negara dan menurut hukum keluarga islam.
Bab Il Metode penelitian; memaparkan metode penelitian yang

ipakai dan menjadi landasan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari jenis

neny wisey jaleAg ue
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Bab IV Hasil Penelitian, memuat Problematika Pelaksanaan, Dampak

nelitian dan pendekatan, waktu dan tempat penelitian, sumber data, dan
Bab V  Mencakup tentang intisari dari penelitian tesis berupa

likah Gratis Rp.0 di KUA dan tinjauan menurut hukum Islam.

knik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

simpulan dan saran.

© mm kFei pta mAik Ul wa uska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

U\/I Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

..u. ...ﬂw 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

lf .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
.I/\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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KONSEP TEORITIS

©

i i

0]

=

2

©

W :
%.andasan Teori
i Pengertian Nikah dan Hukum Nikah dalam Islam

(=

= Pengertian niikah yang secara etimologis disebut perkawinan dalam
ﬁahasa Arab berarti nikah (z%5) atau zawaj ( z's0 ) , kedua kata ini yang
w

gigunakan dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam
g&I Quran dan hadis nabi. Al Nikah memiliki makna Al Wath'I( = ), Al
c
Dhommu ( &=l ) Al Jam'u ( a=ll) atau seumpama “an al wath wa al aqd
yang berarti bersetubuh ,hubungan badan, berkumpul ,jima" dan akad™.
Secara terminologis Nikah adalah akad yang memperbolehkan
terjadinya Istimta’ (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang
wanita bukanlah wanita yang diharamkan baik dengan alas an keturunan
dnaupun sepersusuan. Menurut Dr.Ghandur, seperti yang dikemukakan oleh
%rof.Dr.Amir Syarifuddin, Nikah , adalah akad yang menimbulkan kebolehan
;Eergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan
@;alam kehidupan, dan menjadikan kedua belah pihak secara timbal balik
?érhadap hak-hak dan kewajiban-kewajibannya™.

Ulama muta akhirin mengartikan nikah sebagai akad yang

emberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga

A% urjng 3o A31s19

'8 Imam Tagiyudin , Kitab Kifayatul Akhyar,(Semarang: Karya Toha Putra , 1999), Juz

o

19 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern,( Yogyakarta: Graha IImu,

e

=
201,i_-h-cet ke 1, h.4.

17
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menikah,tetapi belum bisa melaksanakannya, justru akan membuat
hidupnya tidak nyaman karena ia tidak dapat menyalurkan Hasrat

seksualnya, oleh karnanya, Sebagian ulama berpendapat bahwa lebih baik

= ©
-‘; % f{suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta
® T L
&3: E.'_ gwemberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-
8883 ©
= S gnasing.
5383 3 o .
3 3 @& Anjurandan Motivasi untuk melaksanakan Pernikahan
(0] o =5
=1 - _~
<§. T Cc Beberapa ulama berbeda pendapat tentang keutamaan menikah,
8823 3
3 § i Sebagian berpendapat bahwa dalam beribadah kepada Allah Swt, lebih
e}
® =
% L baik menikah dari pada tidak menikah atau melajang. , namun ulama
S ©
g 2 lainnya berpendapat sebaliknya, yakni jika dalam beribadah kepada Allah
a o
= S lebih baik melajang dari pada menikah. Sesorang Yyang ingin
o
(=
=
»
@
)
Y
S

melajang, terutama dizaman Kita ini. Karnanya zaman dahulu , perkawinan
memang memiliki banyak sisi positif , sebab saat itu belum ada pekerjaan
yang menjurus kepada keharaman, moral wanita zaman dahulu sungguh
berbeda dengan saat ini , sebagaimana tercantum dalam cerita terdahulu,,
serta banyak Riwayat yang membahas motivasi seseorang untuk menikah,
juga aturan -aturan yang harus diperhatikan oleh orang yang
menikah,dengan demikianlah pada masa lalu pernikahan menjadi sangat
penting®.

Imam Al Ghazali dalam Kitabnya Adab an Nikah wa Kasr as

Syahwatain, yang ditulis sejak abad ke-12 M , yang menjadi referensi

11¢Ag uej[ng Jo AJISIdATU) DTWR]S] 3}e}§
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20 ihat Departemen Agama RI , Tuntutan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah

gama (Jakarta: 2017) h.7
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abadi soal pernikahan yang sederhana tapi mengena, dan sampai saat ini
kontektual sesuai zaman sekarang. Imam Al Ghazali memaparkan hal hal
berikut ini :

Beberapa ayat yang memotivasi dilangsungkannya pernikahan,

Allah Swt berfirman didalam Al Quran Surat An Nur ayat 32 :

o 4 A Cﬂ) — A e y - - A SRR £

955 0] el olks o plially 2w (e Y1 152500
5 (- 8 sz © 2 22 g 24 7S

Artinya:  Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara
kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari
hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan.
Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada
mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-
Nya) lagi Maha Mengetahui.(Q.S. An Nisa/4: 32)%

Ayat diatas adalah yang menjadi dasar perintah untuk menikah ,
sebab turunnya ayat ini, salah satunya disampaikan oleh Al Baidhawi,
menukil Riwayat Abu Su'ud, yakni terjadinya perbudakan perempuan
pada masa jahiliyyah, dengan terjadinya pelacuran bukan atas kemauan
diri wanita tersebut, melainkan perintah majikan atau tuannya, mereka
memanfaatkan para budak untuk menhasilkan keuntungan baik dalam
bentuk sehelai kain atau gandum. Maka turun lah ayat ini kepada
Rasulullah Saw, untuk menyampaikan perintah menikah dan larangan

perbuatan zina%.

S uej[ng jo AJISIdATU) dIWER[S] d)elS

Jt

nery wise

2L Al Quran Cordoba, Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta : Yayasan Takaful
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Lihat, https://akurat.co/tafsir-surah-an-nur-ayat-32-anjuran-menikah-bagi-orang-

ewgéa-dan-mampu , diakses 14 juni 2022, pukul 12 : 15.
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Seorang musafir, Imam Al Qhurtubi menyebut ayat diatas sebagai
dalil perintah menikah dibuktikan dengan penggunaan kalimat perintah
(amr) yakni “ankihu : nikahkanlah. Khitab perintah tersebut itujukan
kepada wali atau orang tua, bukan kepada calon pengantin secara
langsung, untuk membuktikan bahwa dalam menikah harus dilakukan
bersama orang tua, tidak sah dengan dirinya sendiri.

Dalam Ayat Lain dalam Al Quran Surat Al Bagarah ayat 232,

Allah swt berfirman:

5) S5 535 of allaid S 52T 308 Lol AL 135
20 P . P P 2 5, — . s 0 . 7
2335 B (a3 280 O o wa B2 S5 Oyl A 13575
i S e B L E . af S5 e

(2 Opals ¥l LT oLl 50 S51K5 2

Artinya: Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah
sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi
mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya) apabila
telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang
patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara
kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih
bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu).
Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.(QS. Al
Bagarah/2: 232)*

Ayat ini menggambarkan seorang wanita yang diceraikan oleh
suaminya dan kemungkinan akan menikah lagi, apakah dia akan menikahi
mantan suaminya atau dengan pria lain. Menanggapi ayat tersebut, para

ulama figih berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan ayat

11eAjg uej[ng Jo AJISIdATU) DTWR]S] 3}e}S

23 1hi
Ibid,
> Al Quran Cordoba, Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta : Yayasan Takaful

|nd<§esia, 2016, h. 37

nery wise
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tersebut, Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan itu ditujukan kepada
wali. Kemudian Imam Hanafi berpendapat sebaliknya; Larangan tersebut
tidak ditujukan kepada wali melainkan kepada suami. Hal ini bisa terjadi
ketika mantan suaminya melarang mantan istrinya menikah dengan orang
lain. Dengan demikian ayat tersebut menurut Abu Hanifah tidak
menunjukkan bahwa wali merupakan syarat sahnya akad nikah®.

Dalam Surat Ar Ra'd ayat 38 Allah Swt Kembali berfirman :

2 - -

951;4563 w,”\v,xu»,quwyw ol 35l

a

e L_&_wb-‘dﬁ f& SEIRETN

13
-

J

1)
O

Artinya: Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul
sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada
mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang
rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan
dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya
(QS.Ar Ra'd/13:38)%

Dalam ayat ini Allah Swt, menjelaskan bahwa Allah Swt telah
mengutus rasul-rasul sebelum Baginda Rasulullah Saw, dan mereka
beristri dan berketurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan
berkeluarga adalah hal yang wajar dan merupakan sunnatullah bagi
makhluknya yang hidup dimuka bumi. Allah Swt menyampaikan firman
Nya saat menceritakan kehidupan para Rasul dan memuji perilakunya

dalam mengingatkan tentang pemberian karunia dan kebaikan Allah

nery wisey jBreg uejng jo AJISIaATU) dTWE[S] d}e}S

% Lihat, https:/risalahmuslim.id/quran/al-bagarah/2-232/, diakses 14 Juni 2022, pukul

%% Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta : Yayasan Takaful Indonesia, 2016, h. 254
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kepada mereka?. Allah juga memuji wali-wali Nya agar memohonkan
dalam doa mereka , Allah berfirman dalam surat Al Furgan ayat 74:
Clar Ty A58 Gy a3l D Wi (6 5050 (il
Gy )
Artinya: Dan, orang-orang yang berkata, ‘“Wahai Tuhan kami,
anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan
dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin
bagi orang-orang yang bertakwa.”(QS. Al Furqan/25:74)%®

Ayat diatas menunjukkan bahwa diantara sifat-sifat hamba Allah
mereka selalu bermunajat dan memohon kepada Allah untuk dianugerahi
keturunan yang sholeh dan baik, seperti istri dan anak -anaknya
meyenangkan hati dan menyejukkan pandangan karena keluarga tersebut
adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Swt*’.

Allah Swt. Tidak menyebut para nabi dalam kitabnya , kecuali
mereka telah beristri.diceritakan bahwa Nabi Yahya as. Telah menikah
tetapi ia belum melakukan hubungan suami-istri. Ada juga yang
mengatakan, beliau melakukannya demi meraih keutamaan dan
mengamalkan kebaikan. Riwayat lain mengatakan, beliau menikah
semata-mata untuk menahan pandangannya. Sementara Isa as. Kelak akan

menikah saat nanti turun Kembali kebumi dan beliau juga akan memiliki

keturunan®,

oD
SN
nery wiseytjireAg uejng Jo AJISIaATU) dTWE[S] 3)8}§

N

2" ihat, https://risalahmuslim.id/quran/ar-rad/13-38/, diakses 14 Juni 2022, Pukul 12:35.
%% Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta : Yayasan Takaful Indonesia, 2016, h. 370
29 | ihat, https://risalahmuslim.id/quran/al-furgaan/25-74/, diakses 14 Juni 2022, Pukul 12:

%0 |mam Abu Hamid al-Ghazali, Terj: Adab An Nikah wa Kasr as Syahwatain dalam Buku
Nasehat Pernikahan Imam al Ghazali, (Jakarta: Khazanah Pustaka Islam 2021) Cet 3, h.8-9
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Adapun anjuran yang bersumber dari Sabda Rasulullah Saw seperti*" :

pa¥l oSy i WS 8 sm g iy G uld i deny &l e S e S

s la gl asall U o Lual b agded dag ol (e g mSls J5ha 13 S e

Artinya:  “Pernikahan itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak

mengerjakan sunnahku, maka tidak termasuk dari umatku, dan

menikahlah kamu sekalian, sesungguhnya aku membanggakan

banyaknya umat atas kamu sekalian, dan barang siapa yang

belum menemukan (kemudahan) , maka hendaknya berpuasa,
sesungguhnya puasa dapat menjadi tameng baginya®.

Hadis ini menjadi salah satu hadis menganjurkan pernikahan,
karena pernikahan adalah sunnah rasul, yang tidak boleh diingkari, sebab
menikah adalah jalan untuk memperbanyak umat Rasulullah Saw,
sebagaimana Rasulullah  membanggakan banyaknya umat atas kamu
sekalian., namun bagi umat Rasulullah yang belum mampu dan belum
menemukan kemudahan , maka berpuasa adalah hal yang lebih baik
baginya sebagai tameng atau perisai untuknya.

Selain anjuran untuk menikah terdapat pula anjuran tidak
melaksanakan pernikahan , mengenai kekhawatiran yang muncul terkait
pernikahan, Rasulullah Saw, pernah bersabda® :

Agal Ja Ty o a3 Tal Casall o Ll ey Wil ya
Artinya: “sebaik -baik manusia setelah dua ratus adaalah yang beban

ringan, yang terputus- tidak memiliki keluarga, dan tidak pula
memiliki anak “ (HR.Abu Ya'la dan al Khitabi).

Hadis diatas bersanad Dhaif yang diriwayat oleh Abu Ya'la dan al

Khitabi, tidak ada penjelasan lanjut mengenai hadist diatas, hadis ini

S u®l[ng Jo AJISIdATU) dIWER][S] d)elS

Jun\iﬁoz
-

(Jak%\ta:

nery wise

%! Lihat HR Abu Ya'la dalam Musnadnya, dari Ibn Abbas, dengan sanad hasan.
%2 CD al Maktabah al Syamilah, Sunan Ibnu Majah, Juz 5 Nomor Hadis :1836.diakses 14

2, pukul 13:01.

%% Departemen Agama RI , Tuntutan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah,
Bimas Islam, 2017), h.16
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bersumber dari imam Al Ghazali Imam Abu Hamid al-Ghazali,dalam kitabnya

Adab An Nikah wa Kasr as Syahwatain®*.

Rasulullah juga bersabda ,

Lias s Samealy san sl sl a e dad i oS o)y e Wl e (56

Sl 450 g o 3y A Janal Jand Gl Y e i i, 5 il

Artinya: “suatu saat manusia akan hidup pada zaman Ketika
kehancuran seorang pria ada dalam genggaman istri, orang
tua , dan anaknya. Mereka menghina sebab kefakiran yana
membebaninya yang tidak sanggup dipikul olehnya, lantas
terjerumuslah ia dalam tempat yang akan mengotori
agamanya, hingga akhirnya ia binasa,(HR.al Khitabi).

Hadis diatas dijelaskan oleh Abu Sulaiman ad Darani menjawab
pertanyaan soal pernikahan ” Menahan diri tidak menikah lebih baik
daripada bersabar atas apa yang terjadi setelah menikah. Bersabar setelah
menikah lebih baik dari menahan diri dalam menghindari api neraka” la
juga pernah berkata” orang yang membujang akan mendapatkan manisnya
ibadah juga ketenangan hati yang tidak didapati oleh orang yang beristri”

la juga menyatakan “Aku tidak pernah mendapati seorang dari
kawan-kawanku yang setelah menikah bisa mempertahankan
kehamilannya terhadap Tuhan “

la juga menyatakan kan, “ 3 Hal yang jika sesorang mencarinya,
ia condong pada kehidupan dunia , 1. pencari nafkah 2. dia menikahi
seorang wanita atau 3 ia menulis hadis™®.

Imam al-Hasan Ra : “ jika Allah menghendaki seorang hamba

menjadi baik Allah tidak akan menyibukkannya dengan urusan keluarga

dan harta «

nery wisey JIIgAg uejng jo AJISIdAIU() dDIWE[S] 3}e}S

34 1
Ibid,
% Imam Abu Hamid al-Ghazali, Terj: Op. Cit, h.17-18
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Saat mendapat suatu kelompok tentang perkataan ini dalam sebuah
diskusi ilmiah lbnu Abi Al Hawary malah semakin memantapkan
pendapat kelompok tersebut yakni yang dimaksud bukanlah pengertian
lahiriah teksnya, melainkan agar kedua masalah tersebut menikah atau pun
tidak menikah , hal itu tidak menyibukkan mereka sehingga lalai dalam
beribadah kepada Allah Swt*®.

Abu Sulaiman ad darani, mengatakan “ sesuatu yang melalaikan
engkau dari Allah berupa istri harta dan anak maka itu adalah kerugian
bagimu” maksudnya lalah rumah tidak ada nukilan hadits dari seorang pun
yang menganjurkan untuk tidak menikah secara mutlak kecuali anjuran itu
disertai alasan sedangkan motivasi atau anjuran untuk menikah jelas selalu
bersifat mutlak dan terkadang disertakan pula dengan suatu alasan tugas
kita menyingkap dan Menelusuri sisi positif dan negatif pernikahan.37
Hukum -Hukum dalam Pernikahan

Pada dasarnya Islam menganjurkan pernikahan, akan tetapi para
ulama berbeda pendapat dalam hukum asal pernikahan, menurut jumhur
ulama hukum asal pernikahan adalah wajib hukumnya, sedangkan
syafiiyyah mengatakan bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah.*®

Di dalam buku yang ditulis oleh Ahmad Zarkasih, dengan judul

Nikah Sebaiknya Kapan?, menjelaskan secara detail mengenai ragam

w
w
o1

‘yejesew njens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAley uesiinuad ‘uenijpuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uedinbusd e
nery wisey jue

Ag juej[ng Jo A3ISI2AIUN) dTWR[S] 3}e}G

% bid,
%7 Ibid.
%8 Sulaiman Rasyid, Figh Islam (Hukum Figh Lengkap), Bandung; Sinar Baru, 1992),h.
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hukum nikah *°, pengantar dalam buku tersebut ia mengatakan bahwa
tidak setiap hal baik seperti halnya menikah harus disegerakan dengan
perhitungan yang baik dan tidak terburu — buru juga tidak tergesa -gesa,
artinya pernikahan harus disegerakan apabila segala sesuatu syarat dan
rukunnya sudah terpenuhi, jika pernikahan tidak memiliki perhitungan
yang matang, jatuhnya terburu — buru dan tergesa -gesa yang mana Nabi
Muhammad Saw, sudah mewanti-wanti bahwa al “Ajalah min al Syaithan

; ketergesa — gesaan itu salah satu prilakunya syaithan.

nelry e)ysng NN Yijlw eydio ey o

Karena itu, suatu perbuatan penting Kiranya untuk ditentukan apakah
itu baik atau tidak, dan tentunya harus diukur sesuai standar yang layak untuk
mentukan baik atau tidaknya.

Dalam Bahasa arab , baik itu disebut dengan istilah Khair, Al Fayumi
dalam al Misbah al Munir menyebut bahwa khair itu merupakan lawan dari

cl;)ata Syarr yang maknanya keburukan. Ahmad zarkasih melanjutkan bahwa

o

%Iama sering menyebutkan keburukan itu mennujukkan sebuah maksiat atau

e

5‘elanggaran syariah yang berbuah dosa, karena tidak ada keburukan yang
galing buruk bagi seorang muslim kecuali jatuhnya ia kepada sesuatu yang

)
perbuah dosa. Sementara kebaikan adalah sesuatu yang mana pelaku dari
(]

-

@erbuatan itu mendapat pahala dari Allah, dan perbuatan yang dikerjakan
St

Dibalas pahala adalah pengetian dari sebuah kewajiban dan Sunnah®.

edlg uejng

% Ahmad Zarkasih, Nikah Sebaiknya Kapan?, (Jakarta Selatan , Rumah Figih Publishing:

2019); h.9

% Ibid, h.8

nery wisey[
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©)

Tetapi tidak selalu yang berpahala itu berhukum wajib ataupun sunnah,

isa jadi sesuatu yang mubah atau boleh, itu berpahala jika dikerjakan

eldixyeH

iniatkan untuk ibadah dan mengaharap ridha Allah., begitu juga termasuk

esuatu yang haram dan makruh pun didalamnya ada pahala, yakni Ketika

) X 1w

eninggalkan sesuatu yang haram dan makruh terjadi bukan karena tidak ada
sempatan, akan tetapi kesempatan ada dan terbuka tetapi tidak dikerjakan
arena taat ke pada sang Khalig.

Jika pernikahan sudah termasuk dalam perbuatan baik bagi seseorang,

nery esng N

maka tentunya disegerakan, disegerakan dalam makna baik, bukan terburu-
buru tanpa persiapan.tapi jika pernikahan bagi seseorang bukan termasuk
kategori kebaikan, yakni tidak termasuk dalam level wajib juga sunnah, tentu
solusi yang tepat adalah menyiapkan diri agar sampai pada level nikah itu
baik*".

Imam al kasani dari kalangan mazhab Hanafiyah dalam kitab Bad'l al

ana’| menyebutkan bahwa hukum nikah ada 3 jenis bagi seorang muslim,

[Sgé}?}s

akni nikah bisa jadi hukumnya wajib, juga bisa sunnah dan mubah?.

RIe

Dari kalangan al malikiyah, Imam al Dardir, dalam kitabnya al Syarhu

IS ATIU) D

| Kabir, menyebutkan hukum nikah itu disesuaikan dengan dengan hukum
klif yang 5 jumlahnya, yakni bisa jadi hukum nikah itu wajib, sunnah,

ubah dan bukan mustahil hukumnya bisa menjadi makruh bahkan haram®.

41 i
Ibid,

*2 ihat Imam Khasani, dalam Bada'l al Shana’l 2/228

*3 Lihat Imam al Dardir, dalam Al Syarh al Kabir wa Hasyiyah al Dasuqi 2/214

nery wrsey yrrek uej[gs Joud)
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Imam Nawawi al Dimsyq dari kalangan al Syafi iyyah dalam kitabnya

AEeH @

‘al Majmu™ menyebutkan bahwa hukum nikah itu disesuaikan dengan kondisi

@)

e)d

ilaki-laki yang mengajukan “permohonan” pernikahan. Beliau menjelaskan

ndangan mazhabnya tentang hukum nikah yang jumlahnya 4, standarnya

£ g

alah sunnah , tapi bukan tidak mungkin menjadi tidak sunnah, yang dalam
ahasa figih disebut dengan istilah Khilaf Aula, tidak utama. Nikah bisa juga
ukumnya mubah dan pada kondisi tertentu bisa jadi makruh*.

Dari kalangan al hanabilah , imam al Mardaqgi dalam kitabnya al inshaf

nNely &isng N|

menjelaskan tentang hukum mikah yang dibagi menjasi 3 hukum taklif ,
sesuai dengan kondisi yang ada pada si laki -laki. Nikah bisa sesuai dengan
standar yakni sunnah hukumnya menjadi sebuah kewajiban.*
Nikah Hukumya Sunnah

Standar hukum nikah bagi kebanyakan orang adalah nikah itu
gaﬁukumnya sunnah, bahkan sunnah muakkadah, jadi menikah adalah suatu

%erbuatan baik yang mendatangkan pahala. Agar dapat dikenakan hukum

o5}
§ynnag ada beberapa ketentuan yang ditetapkan ulama dalam masing -masing

(o]

glazhabnya

5.

4. Sehat Badan, Sehat Uang

5.

o Imam Nawawi memberikan syarat untuk bisa menikah dikatakan
-

7)) . .

£ sebagai kesunahan, dengan syarat adanya kemampuan diri untuk
Y

=)

<

o * Lihat Imam al Nawai al Dimisyq , dalam Al Mughni al Muhtaj “ala Syarh al Minhaj

Juz &h-.210-213.

*® Lihat Imam al Mardagi , dalam Al Inshaf juz 8 h.7-9.

nery wisey j
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melakukan hubungan badan, dalam arti ia sehat jasmani yang membuatnya
bisa memberikan keturunan. Selain sehat badannya imam nawawi juga
mensyaratkan adanya kemampuan finansial untuk membiayai pernikahan
yang didalamnya ada mahar sekaligus kemampuan menafkahi diri dan
istrinya untuk kebutuhan sehari-hari,
Dalam kitab Minhaj ath-Thalibin kalimat Imam Nawawi berkata :

i | any 4l 7 s Conlss 5h

Artinya : “Nikah itu mustahab atau dianjurkan bagi orang yang

Membutuhkan kan dan juga yang mempunyai uhbah:.

Yang dimaksud dengan orang yang butuh kepada nikah adalah
orang yang mempunyai kesehatan badan sehingga dirinya mampu
berhubungan badan yang mana Memang Salah satu tujuan menikah adalah
untuk memberi keturunan.

Uhbah diartikan sebagai mu'nah Yakni jaminan finansial yaitu
untuk pernikahan itu sendiri yang didalamnya ada mahar serta biaya
makan minum sehari-hari serta juga biaya untuk tinggal mungkin bisa
disederhanakan bahwa yang dimaksud uhbah adalah biaya untuk
kebutuhan primer seseorang yang standar yakni pangan, sandang, dan
papan. jika Sederhanakan lagi jika menikah itu sunnah bagi orang yang
mempunyai kesehatan badan dan juga kesehatan uang.

Sehat uang tidak berarti Jika ia adalah orang yang kaya atau orang
yang punya banyak harta bisa saja dia mampu secara finansial karena

memang mendapat biaya eksternal mungkin dari orang tua atau siapapun
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yang membuatnya menjadi mampu dalam hal keuangan untuk mencukupi
biaya standar tadi.

1. Ba'ah = Fisik dan Kantong/ Biaya
Adanya syarat uang dalam hal kesunahan nikah itu berdasarkan

apa yang dipahami oleh ulam-ulama al Syafi'iyyah dari Hadis Nabi

Buepun-Buepun 1Bunpuiq e3di deH
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Artinya :  Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah
dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Algamah berkata; Ketika
aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radliallahu *anhu,
dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu "alaihi
wasallam yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa
yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia
kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa
menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga

‘nery eysng NiN Jelem BueAk uebunuadey ueyibniaw yepn uedinbusd “q
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kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (menikah)
maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan
menjadi benteng baginya".(HR :Bukhari no : 1772)*°

Jaquuns ueyingaAusw uep ueywniuedsusw eduey Ul siin) eAley yninjes neje uelbeqgas dinbusw Buele|iq ‘|

Al Ba'ah Secara bahasa Memang artinya jima™ atau kemampuan
untuk berhubungan badan dan melahirkan keturunan, akan tetapi bukan

hanya Ba'ah dalam arti jima’ yang dimaksud ada maksud lain yakni,

‘nery e)sng NN uizi eduey undede ynuaq wejep 1ul sin} eAley yninjgs neje ueibegas yeAueqiadwaw uep ueywnwnbusw Buele|q ‘g

membiayai kemampuan Baah itu sendiri.

Ag uel[ng jo AJISIdATU) dDIWE][S] d)elS

*®Lihat Ensiklopedia kitab 9 imam hadist, sumber : Bukhari, Kitab :Shaum, Bab :Puasa
bagi l;Qrang yang khawatir atas dirinya karena nafsu kelajangannya No hadis: 1772.

JLIg
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Artinya  kemampuannya  berjima®  bergantung  kepada
kemampuannya untuk membiayai itu semua bukan hanya soal jima  nya
tapi juga kesehatan uang juga bagian dari makna ba'ah. Hal Ini adalah
konsekuensi logis dari orang yang mengambil kewajiban nafkah seorang
gadis dari ayah atau walinya beralih kepada dirinya Karena pernikahan
yang dilakukan itu juga mengalihkan tanggung jawab dari seorang ayah
atau wali kepada Si laki-laki yang berakad dengannya termasuk
didalamnya ada tanggung jawab memberi nafkah.

Karena juga di ujung hadits ternyata Nabi Shallallahu‘alaihi
Wasallam memberikan solusi bagi yang tidak mampu untuk berpuasa
kalau yang dikatakan tidak mampu adalah tidak mampu Jima™ Karena arti
ba'ah itu Jima’ tentu solusinya bukan puasa Karena untuk apa puasa kalau
memang tidak bersyahwat justru puasa ini adalah solusi untuk yang
bersyahwat agar bisa mengontrol dan tidak liar, dikontrol syahwat tersebut
Sampai akhirnya ia berstatus mampu yakni qualified untuk makna ba ah
sehat badan dan juga mampu membiayai. ini yang dijelaskan oleh Imam
Al Shirbini dalam Mughni al-muhtaj karena ketika menjelaskannya adanya
syarat “kantong” untuk mensunnahkan nikah®’.

Kalau Tidak Mampu , Isti faf
Di dalam al quran , Allah Swt. Memberikan pemahaman yang

eksplisit sekali untuk mereka yang belum mampu menikah, hal ini

tertuang dalam Al Quran Surat An Nisa ~ ayat 33 Allah Swt berfirman :

nery wise) jireAg uejjng jo AJIsgpAIU) dIwe[s] ajeis

*" Ahmad Zarkasih, Op.Cit, h.16
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Artinya:  Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga
kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada
mereka dengan karunia-Nya.

Ayat ini juga menjadi penguat adanya keharusan untuk mampu
dalam hal finansial, setidaknya cukup untuk biaya nikah dan juga nafkah
primer yakni pangan, sandang dan papan. Pada ayat tersebut Allah Swt,
justru memerintahkan bagi mereka yang belum mampu menikah untuk ber
Isti‘faf , yani menjaga diri, dan isti faf yang dimaksud dijelaskan Kembali
oleh nabi dengan cara berpuasa untuk menjaga kesucian diri.

Khilaf al Aula (Menyelisih yang Utama )

Dalam pandangan mazhab Syafi‘iiyah , orang yang tidak
mempunyai kemampuan biaya jika tetap ingin menikah, hukumnya bukan
sunnah, akan tetapi Khilaful Aula , yakni menyelisih yang utama .

Imam Nawawi mengatakan :
poal b 43 sed oSy 5 4S yiaainl Laaié (b

Artinya: Jika ia tidak punya biaya , dianjurkan untuk meninggalkan
nikah. Dan mengontrol nafsu syahwatnya dengan berpuasa.

Khilaful Aula adalah hukum diantara sunnah dan makruh, dia tidak
dianjurkan, akan tetapi juga tidak dimakruhkan. , jika dalam kondisi badan
yang sehat, mampu melaahirkan keturunan akan tetapi ia punya
kekurangan dalam biaya nikah dan juga nafkah, maka hukumnya khilaful
Aula, tidak Utama, karena yang utama baginya adalah meninggalkan

perkara nikah dan menjaga diri dengan puasa.
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Sementara itu pendapat dari kalangan Mazhab Maliki, Imam al
Dusugi dalam Kitab Hasyiyah, menyebut bahwa tidak ada syarat harus
kuat finansial, asalkan badannya sehat,bisa membuahi,maka nikah
hukumnya sunnah bagi dia.dan dia tidak khawatir jatuh pada perzinaan.

Ini juga yang dijelaskan oleh Imam Ibn Qudamah dari kalangan al-
Hanabilah dalam kitabnya al-mughni,bahwa tidak ada syarat harus
memilki uang,yang terpenting mempunyai syahwat dan tidak khawatir
akan jatuh kepada perzinaan jika tidak menikah. Tapi jika khawatir jatuh
kepada perzinaan jika tidak menikah,maka hukum nikah bukan sunnah
tapi wajib*.

Imam al-Mardawi dari al-Hanabilah menambahkan apa yang sudah
disebut oleh seniornya; Imam Ibn Qudamah,dalam kitabnya al-Inshaf;

Dl 5 Zd) o elly 8 (5 8 Y 4

Artinya : “Bahwa hukum nikah sunnah itu tidak ada bedanya antara
orang faqir atau orang kaya”

Beliau meneruskan bahwa kalaupun faqir itu menikah,ia tentu

edapatkan pahala karena nikah itu sunnah, dan beliau juga mengeluarkan

iwayat tentang Imam Ahmad yang ternyata Ketika menikah,ia berstatus

bagai seorang faqir, alias tidak mampu, Karena itulah , kemudian madzhab

@l-Hanabilah tidak mensyaratkan adanya kemampuan finansial untuk

S

%kesunahan menikah®.

nery wisey JirgAg uej
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Jaminan Kecukupan dari Allah Swt.
Kelompok ulama yang berpendapat seperti ini karena memang
mendukung oleh,salah satunya ayat allah swt yang menjamin kecukupan

bagi mereka yang menikah dalam keadaan faqir.

)

0 A G 00 238 6108 13036 &) el Alie (e Gimllally 2Kie A1 1,483
Fle gl
Artinya :  Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara
kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari
hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan.
Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada
mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-

Nya) lagi Maha Mengetahui.

Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya Ketika menjelaskan diatas dan
juga ayat selanjutnya, beliau menyebut bahwa ini adalah jaminan dari
Allah bagi mereka yang menikah dalam keadaan fagir, maka Allah akan
mencukupinya . Dan ini adalah jaminan, Beliau mengatakan :

“Biasanya yang menghambat seseorang untuk menikah adalah ketiadaan
harta,karena itulah allah janjiukan untuk dicukupi dari rizkinya;maka
allah berikan ia istri yang mau dinikahinya,atau allah berikan ia wanita
yang ridha dengan mahar yang sedikit”’
Beliau juga mengeluarkan sebuah Riwayat dari sahabat ibn Mas ud r.a :
“ Carilah kecukupan itu pada pernikahan’
Nabi Muhammad Saw Pernah Menikahkan sahabat yang faqir.

Dalam sebuah Riwayat Rasulullah Saw pernah menikahkan

seorang sahabat yang tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan hafalan Al

Quran yang dimilikinya sebagai mahar untuk diajarkan kepada sang istri.

Yang artinya : Dari Sahal bin Sa’ad bahwa nabi saw didatangi

seorang wanita yang berkata ,’’Ya rasulallah kuserahkan diriku
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untukmu’’,Wanita itu berdiri lama lalu berdirilah seorang laki-laki yang
berkata,”’Ya Rasulullah kawinkan dengan aku saja jika kamu tidak ingin
menikahinya’’ Rasulullah  berkata, ’punyakah kamu sesuatu untuk
dijadikan mahar? Dia berkata, *’'Tidak kecuali hanya sarungku ini’’ Nabi
menjawab, ’bila kau berikan sarungmu itu maka kau tidak akan punya
sarung lagi,carilah sesuatu’.Dia berkata,’aku tidak mendapatkan sesuatu
pun’’.Rasulullah  berkata,’’Carilah  walau cincin dari  besi’’.Dia
mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa apa. Lalu nabi berkata
lagi,; “apakah kamu menghafal Al Qur'an? ’’.Dia menjawab, *’Ya surat
ini dan itu’’ samil menyebutkan surat yang dihafalnya. Berkatalah Nabi,’’
aku telah menikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan
qur anmu’’(HR Bukhari Muslim).

Menikahkan untuk menjaga diri

Nabi s.a.w. dalam sebuah hadist memberikan statement penting
bahwa ada beberapa orang diantara muslim itu yang berhak untuk
dicukupkan oleh allah s.w.t. dalam hidupnya vyaitu : “ 3 orang yang
berhak allah cukupkan; mujahid yang berperang dijalan Allah swt; orang
yang menikah dengan tujuan menjaga kesucian diri dan budak mukatab
yang proses membebaskan diri’’(HR al-Tirmidzi)

Maknanya, kecukupan yang Allah swt berikan kepada orang yang
menikah bukanlah tanpa sebab dan syarat. Artinya, orang menikah yang
dicukupkan oleh allah swt, orang yang menikah dengan tujuan menjaga
diri dari kemaksiatan, Karena itu,jauh sekali untuk dicukupkan oleh allah
swt mereka-mereka yang menikah akan tetapi dengan niat berbangga -

bangga diri dan menyombongkan statusnya di hadapan orang lain.
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Hal ini menjadi pendapat kebanyakan ulama, atau bahkan tidak

©
2. Nikah Hukumnya Wajib
o
2
©

Mderlebihan jika dikatakan sebagai kesepakatan, bahwa nikah hukumnya

=
Tmenjadi wajib jika ia adalah orang yang bersyahwat tinggi yang sulit di cegah,
-~

@an dia berada pada kondisi dan status yang mana jalan fahisy (perzinahan)

N

aerbuka atau bisa dibuka denga apa yang ia punya dari jalan atau juga harta.
Dalam Bahasa Arab, sering disebut dengan istilah Taugan.ltu adalah

tilah yang dipakai oleh kebanyakan orang arab untuk menunjukkan

Nexy By sn

keinginan orang arab untuk menunjukkan keinginan yang besar dan
memuncak, keinginan atau syahwat yang tinggi terhadap lawan jenis. Dan
sangat dikhawatirkan akan jatuh kepada keharaman lain, Seperti
istimna’(Onani), atau juga keharaman yang bahaya, yakni perzinahan. Karena

tidak menikahknya justru membuatnya jatuh pada keharaman,maka menikah

13

enjadi wajib,sebagai bentuk penjagaan diri dari keharaman.
Kesepakatan Ulama 4 Madzhab , Imam al-kasani dari kalangan al-
anafiyah dalam Bada'l al-Shana’| mengatakan bahwa :

‘ Tidak ada perdebatan di antara ulama bahwa nikah hukumnya menjadi

.

3AIU) dTHR[S] 2}®

ajib jika dalam keadaan taugatan (orang bersyahwat tinggi) ”

Imam al-dardir dari kalangan al-Malikiyah dalam kitabnya al-Syarhu

$0 A3181

-Kabir juga menyebut hal yang sama tentang kewajiban menikah®.

ns

N

Orang yang bersyahwat dan khawatir dengan besar syahwat ia jatuh

pada perzinahan , maka wajib baginya menikah

> Ahmad Zarkasih, Op Cit, h. 56

nery wisey[ }]JE&%UE]]
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Dalam kitabnya Nihayah al-Muhtaj, imam Shihabuddin al-Ramli dari

alangan Syafi'iyyah juga menyebutkan bahwa kewajiban menikah bagi

digieH ©

dnereka yang khawatir jatuh kepada perzinahan.

i “ Ya jika memang ia takut akan (jatuh) kepada "anat (perzinahan) ,dan
Fikah adalah jalan untuk mencegabh itu, dibarengi kemampuannya membiayai
Eikahnya,maka wajib baginya nikah”

w Dari kalangan Hanabilah juga mengatkan hal sama, imam al-mardawi

c
%alam kitabnya al-Inshaf mengatakan hal yang sama:
E;? Siapa yang khawatir dirinya jatuh kepada “anat (perzinahan),maka nikah
%aginya adalah satu-satunya”

Nikah yang Wajib Bersyarat

1. Jatuh pada Perzinahan

Dalam kitab kitab ulama madzhab, disebutkan bahwa kewajiban
nikah itu bersyarat; yakni adanya kekhawatiran yang nyata atau bahkan
keyakinan akan jatuhnya ia ke dalam sebuah perbuatan fahisy atau “annat;
perzinahan.

Ahmad Zarkasi Kembali menuliskan dari kutipan kutipan fatwa
ulama madzhab yang penulis tampilkan di atas. Bahwa kewajiban itu
bukan tanpa sebab.artinya jika memang sebab itu tidak ada , maka tidak
juga disebut wajib menikah.sebab itu adalah keyakinan atau kekhawatiran
jatuh kepada perzinahan.

Imam al-Mardawi dalam al-inshaf memberikan sedikit penjelasan

tentang ‘’kekhawatiran jatuh pada perzinahan’’, karena memang tidak

semua orang bisa dikhawatirkan seperti itu. Karennya beliau mengatakan :

nery wisey] JireAg uejng jo A}JISIdAIU) dDIWE[S] 3}e}S
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Al 5 Telly adgale 3

"Jika ia tahu (yakin) akan jatuh kepada itu atau diduga akan jatuh
pada itu "

Ada 2 yang disebutkan dalam hal ini;yakni “alima (tahu),dan
dzanna (diduga).

Kata "alima dalam Bahasa arab itu bermakna tahu yang
menunjukkan keyakinan 100%. Artinya tahu dengan kata “alima itu
artinya tahu dengan keyakinan penuh. Karena itu juga dalam kitab kitab
ulama lain sebagaimana disebutkan diatas, disebutkan dengan istilah:

“tayaqqana al-wuqu' fil- ‘anat’’;yakin jatuh pada perzinahan. Juga
dengan kalimat: “ta‘ayyana al-nikah Thariggan lidaf ihi’’;secara
meyakinkan bahwa nikah adalah satu-satu jalan menghindari perzinahan.

Yang kedua adalah dzanna, atau diduga akan jatuh pada perzinahan
jika tidak menikah. Ali al-jurjani dalam al-ta'rifat mengartikan dzann
sebagai. Keyakinan yang unggul dengan kemungkinan salah. Hal ini
berarti bahwa tingkat keyakinan dzann atau dugaan itu lebih tinggi kepada
kemungkinan benarnya dibanding melesetnya. Dan dalam tingkatan “ilmu,
dzann adalah level kedua setelah yagin, ayau keyakinan 100% itu sendiri.
Dan satu tingkat di atas syakk (keraguan).

Jadi diurutkan dalam hal ini dapat kita lihat :
1) ~Yaqin = kebenaran 100 berbanding 0 kesalahan.

2) ~ Dzann = kebenaran 75 berbanding 25 kesalahan .

3) ~ Syakk = kebenaran dan kesalahan berbanding sama , yakni 50:50.
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Dari urutan diatas ,artinya bahwa untuk dikatakan nikah itu wajib
bagi seseorang muslim adalah jika memang ia berada pada kondisi sangat
mungkin jatuh pada perzinahan jika ia tidak menikah. Atau seidaknya, ada
dugaan kemugkinan ia jatuh pada perzinahan. Seperti layaknya orang
dewasa, tinggal di kota besar, di mana ikatan sosial sedikit rapuh di
kalangan masyarakat,sehingga kontrol satu kepada yang lain pun sangat
rendah sekali.

Terlebih lagi dia adalah orang pekerja yang mempunyai jalan serta
uang untuk membuka itu semua . Uang ada, kesempatan punya, kontrol
social tipis atau bisa dibilang tidak ada. Dengan kedewasaan yang
memang sudah sangat butuh kepada hubungan badan, maka perzinahan
bukanlah sesuatu yang tabu lagi. Dan itu memang terjadi nyata di kalangan
masyarakat kota. Bahkan tingkat mahasiswa dan siswa menengah.

Artinya mereka mereka inilah yang dikatakan wajib menikah;
karena tidak ada lagi jalan bagi mereka kecuali jalan menikah untuk
meyelamatkan diri dari api neraka. Karenanya, menunda nunda menikah
bagi orang seperti ini menjadi sebuah pelanggaran syariah yang berbuah
dosa.

Sedang bagi seorang santri, atau mahasantri, yang hidup dalam
pergaulan yang terjaga, keluarga mempunyai benteng yang cukup
tanggung, control antar sesama masih tinggi. Tidak ada kekhawatiran bagi
mereka untuk berzina,dan jalan menunu perzinahan cenederung tertutup.

Jadi jauh untuk mengatakan bahwa mereka wajib menikah .
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Mampu Menafkahi

Selain itu, ulama juga mensyaratkan adanya kemampuan finansial
yang cukup untuk membiayai pernikahan dan nafkah yang cukup untuk
keluarga bagi mereka yang memang wajib menikah. Penikahan dengan
standar; yakni sunnah , madzhab Syafi iyya mensyratkan adanya uhbah,
yakni kemampuan finansial yang cukup untuk membiayai pernikahan dan
nafkah keluarga nantinya.

Logikanya, Kalau yang sunnah saja disyaratkan adanya
kemampuan finansial, tentu untuk yang wajib syarat itu semakin lebih -
lebih. Ini sejalan dengan pandangan ulama al-Hanafiyah, dalam kitab kitab
mereka, termasuk al-Durr al-Mukhtar karya imam al-Hashfaki al-Hanafi.
Beliau mengatakan :

“ Jika yakin jatuh pada perzinahan dan tidak mungkin kecuali menikah
jalannya,maka menikah jadi wajib. Dan hukum ini terjadi jika ia punya
biaya untuk mahar dan juga nafkah

Kemudiaan dijelaskan oleh imam ibn "Abdin dari kalangan al-
Hanafiyah juga bahwa adanya syarat bisa memberi nafkah juga membiayai
pernikahan agar menghindari adanya kezaliman yang menimpa si gadis
yang dinikahinya. Artinya bahwa kewajibannya menikah karena sebab
khawatir akan perzinahan, jangan dijadikan alasan untuk melegalkannya
menikah tanpa ada jaminan nafkah, yang akhirnya itu kezaliman bagi si

wanita.
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Dia memang terbebas dari perzinahan, karena diselamatkannya
dengan menikah. Akan tetapi itu justru melahirkan kezaliman baru yang
menimpa kepada istrinya. Dan itu tidak dikehendaki oleh syariah.

Beliau (Ibn “Abdin) menyebut dalam kitabnya Hasyiyah:

ladl) e o die 2l 3a 5 Va3 AT Bsin e U 50 (0 gl g o Lead Lidpana ol oY
w=0

Artinya  “ Karena zalim itu juga maksiat yang berkaitan dengan
makhluk. Dan mencegah zina itu bagian dari hak-hak allah

swt, dan hak makhluk itu didahulukan jika terjadi
pertentangan (antara hak allah swt dan juga makhluk).

Dalam hal ini, jika memang ia punya syahwat besar akan tetapi
tidak punya cukup uang untuk menafkahi, jalan yang tidak baik baginya
adalah beribadah. Dan tentu yang paling utama adalah berpuasa sebagai
penjagan terhadap syahwatnya sebagaimana disebutkan oleh Nabi saw
dalam hadistnya yang telah lalu.

Hukum Nikah Mubah

Pada satu kondisi tertentu, menikah bisa saja menjadi sesuatu yang
biasa dan tidak berdosa jika tidak menikah, serta jikapun menikah, tidak
dikatan sebagai perbuatan baik yang berpahala, ini adalah kondisi dimana
menikah hukumnya mubah, bukan sunnah apalagi wajib. Mubah adalah
kondisi dimana melakukan atau tidak , sama saja.

Ulama memandang bahwa menikah adalah satu-satu jalan yang sah
dan legal untuk menyalurkan syahwat serta Hasrat kepada lawan jenis, dan

ini merepukan kecendrungan dasar yang wajar bagi setiap orang, karena
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itulah ia menikah. Dan dalam syariah, segala sesuatu yang muncul atau
lahir dari dorongan serta kecenderungan dasar manusia, hukumnya adalah
mubah, artinya mengerjakannya atau tidak, berada pada level yang sama ,
tidak ada yang lebih baik dari yang lain, hukunya adalah sama yakni
mubah.

Seperti halnya kecenderungan manusia untuk berhubungan badan,
karena memang manusia memiliki nafsu, atau contoh lainnya seperti
makan, minum, serta tidur, termasuk juga didalamnya dorongan untuk
mencari hiburan, hal ini dihukumi mubah. Karena dihukumi mubah , maka
tidak ada kaitannya dengan ketaatan dan juga kemaksiatan, artinya tidak
bisa dikatakan orang yang rajin jima" berarti ia banyak taat, sebaliknya
orang yang hamper tidak pernah jima™ atau bahkan jarang, berarti jarang
beribadah. Begitu juga hal-hal yang lahir dari kecenderungan dasar.

Akan tetapi sesuatu yang mubah ini kemudian bisa berbuah pahala
jika dibarengi dengan niat yang baik. Dan sebaliknya , ia juga bisa berbuah
dosa jika dibarengi dengan niat buruk atau juga dalam pelaksanaannya
dengan melakukan yang dilarang agama.

Menurut Mazhab al Hanafiyah , Imam Ibn “Abdin dalam kitabnya
Radd al Muhtar menyebutkan, jika menikah itu tidak diniatkan untuk
mendirikan syariah dalam lingkup terkecil yakni keluarga, itulah kondisi
dimana nikah menjadi mubah. Namun pernikahannya dinilai tidak

membuahkan pahala. Dan juga tidak berbuah dosa.
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Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa pernikahan yang statusnya
mubah, menikah atau tidak menikah sama saja, yang dimaksud adalah
pernikahan orang yang tidak mempunyai syahwat, entah karena sebab akit,
atau , memang sudah udzur serta kelemahan karena sebab lainnya.

Mazhab  Syafi'iyyah berpendapat bahwa menikah yang
dihukumkan mubah jika itu dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai
syahwat kepada wanita, imam Nawawi dan Minhaj al Thalibin
mengatakan :

Yang artinya : “ Jika ia termasuk orang yang tidak butuh kepada jima
dan ia tidak punya biaya, pernikahan hukumnya makruh, sedangkan jika
ia punya biaya, dan tidak punya syahwat, maka menikah menjadi mubah,
dan bagi orang seperti ini, beribadah adalah jalan yang utama.

Mazhab Hanabilah dari Imam al Mardawi dalam kitab al Inshaf,
mengungkapkan bahwa mereka yang tidak mempunyai kecenderungan
kepada wanita, menikah hukumnya mubah

“Siapa yang tidak punya syahwat, seperti impoten, atau hilang
syahwatnya karena sebab sakit, atau penuaan, atau sejenisnya, nikah
baginya hukumnya mubah dan inilah pendapat shahih dari mazhab
hanbali”.

Menikah Hukumnya Makruh

Mazhab Syafi‘iyyah berpendapat, menikah hukumnya makruh ,
menjadi makruh dalam 2 keadaan , yakni Ketika ia tidak mempunyai
Hasrat kepada wanita dan sekaligus tidak mempunyai biata serta nafkah
yang terjamin.

Imam Nawawi dalam Minhaj al Thalibin mengatakan :
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Artinya: “Jika ia termasuk orang yang tidak butuh kepada jima™ dan ia
tidak punyak biaya, pernikahan hukumnya makruh”

Yang kedua , kondisi dimana menikah hukumnya makruh adalah
Ketika seorang laki -laki punya biaya dan cukup mampu menafkahi
keluarga, akan tetapi ia memiliki penyakit permanen yang membuatnya
terhalang untuk melahirkan keturunan.

Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa , menikah juga bisa
menjadi makruh jika dilakukan oleh orang yang tidak bersyahwat dan
dengan menikah pun ia terputus dengan ibadah sunnah , Imam al Ruainiy
dalam kitabnya Mawahib al Jalil, menyebutkan “Dan dimakruhkan
manikah bagi orang yang tidak mempunyai nafsu syahwat kepada Wanita
, dan pernikahannya membuatnya tidak beribadah (sunnah), jika
pernikahan itu tidak membuatnya berhenti beribadah , maka nikah
menjadi sunnah.

Artinya seseorang yang menikah tidak memberikan tujuan dan
iapun tidak bisa beribadah sebab pernikahan yang tidak memiliki tujuan,
itulah makruh. Tapi jika ia menikah walaupun tidak tertunaikan tujuannya,
seperti melahirkan keturunan, namun dengan begitu ia masih tetap
beribadah yang sunnah- sunnah , menikah malah justru menjadi kebaikan
tambahan baginya tidak lagi dihukumi makruh.

Hukum Menikah Haram
Mazhab Hanfiyah ,dari Imam Ibn "Abdin dalam Kitab Hasyiyah,

menyebut bahwa jika menikah itu mendatangkan kemudharatan bagi salah
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satu pihak, dan kemudharatan itu nyata, maka pernikahan dihukumi
haram.

la berkata : “ Jika ia yakin akan adanya kezaliman terhadap salah
satu pasangan, haram menikah. Karena sejatinya menikah disyariatkan
untuk menjaga diri dan menghasilkan banyak pahala, dan dengan adanya
kezaliman, pelakunya berdosa dan tentunta ia melaksanakan keharaman
syariat “

Mazhab Malikiyah berpendapat dari Imam lbn Abu Qasim al
"Abdariy dari kalangan al Malikiyah dalam kitabnya al taaj wa al iklil
menyebut hal yang sedikit berbeda walaupun ada kemiripan dengan
mazhab sebelumnya, beliau menyebut pernikaan itu haram jika dilakukan
oleh orang yang tidak bersyahwat dan tidak punya biaya yang justru akan
memeberikan kemudharatan bagi siwanitanya.

la berkata : “Jika ia tidak khwatir pada zina, akan tetapi nikahnya justru
membahayakan si Wanita karena tidak mampu berjima™ , juga tidak
mampu memberikan nafkah serta tidak juga memberikan jaminan
keamanan kepada Wanita , maka hukum nikah baginya adalah haram”

Mazhab Syafi'iyyah berpendapat dari Imam al Syirbini dalam
kitabnya Mughni al Muhtaj , 1a berkata :

“ sedangakan siapa yang pernikhannya tidak sah , tidak juga mampu
berjima’ seperti orang safih ( cacat mental) baginya haram menikah
Ketika itu”

Dikatakan tidak sah, karena memang salah satu syarat sah
pernikahan adalah orang yang berakal, sedangkan orang yang safih (cacat

mental) tidak mempunyai akal yang cukup untuk dikatakan sebagai
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berakal, karena itu pernikahannya tidak sah. Kalau tetap dipaksakan , jelas
pernikahnnya haram dan pelaku pemaksaanya mendapat dosa, walaupun ia
mampu untuk berjima’.

Pernikahan juga bisa dihukumi haram karena sebab dalam
pelaksnaanya terjadi pelanggaran syariah , entah itu rukun dan syarat yang
sengaja dilanggar, atau teknis pernikahan itu yang justru melanggar
syariah. Seperti®* :

Nikah Al Mukhadanah yaitu pernikahan poliandri, yaitu seorang
istri menikah bersamaan dengan banyak suami, Nikah Syighar yaitu
bentuk dan praktik pernikahan orang jahiliyah pada masa dahulu bahwa
seorang laki-laki menikahi wanita dengan syarat mahar yang dijadikan
untuk pernikahan tersebut adalah anak wanita laki -laki untuk menikah
dengan wali wanita yang dinikahi.

Contoh lainnya seperti nikah Mut ah dan nikah Mubhallil.
Rukun dan Syarat Nikah

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama
menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.
Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa
keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan . Dalam suatu acara
perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam
perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah

neny wisey] JiieAg uejng jo AJISIdAIU) dIWe[S] 8}L3S
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sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur
yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada
diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan
dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang
menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak
merupakan kriteria dari unsur- unsur rukun®.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang
rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang
perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat
tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan
itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus
ada dalam suatu perkawinan adalah : akad perkawinan,laki-laki yang akan
kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi
yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Ulama hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang
berlaku antara pihak-pihak, yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh
karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah
akad nikah yang dilakukan oleh dua belah pihak yang melangsungkan
perkawinan, sedangkan yang lainnya, seperti kehadiran saksi dan mahar
dikelompokkan kepada syarat perkawinan . Ulama Hanfiyah membagi

syarat itu kepada™ :

eAlg ue}jng Jo AJISIdATU) DTWE[S] 3}e}S

%2 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan islam di Indonesia (Antara Figih munakahat dan

undgnhg—undang perkawinan, (Jakarta : Kencana, 2016) h. 59-60.

nery wisey[

% |bid, h.61
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Syuruth al-in‘igad, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu
akad perkawinan . Karena kelangsungan perkawinan tergantung
kepada akad , maka syarat disini adalah syarat yang harus dipenuhi
karena berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu
tertinggal, maka akad perkawinan sisepakati batalnya. Umapanya |,
pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki
kemampuan untuk bertindak hukum.

Syuruth Al Shihhah, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan
dalam perkawinan . syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat
menimbulkan akibat hukum., dalam arti bila syarat tersebut tidak
terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Seperti adanya mahar dalam
setiap perkawinan.

Syuruth Al-Nufuz, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu
perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya
perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi
menyebabkan fasad-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan
akad perkawinan adalah seorang yang berwenang untuk itu.

Syuruth al-Luzum, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu
perkawinan  dalam arti  tergantung  kepadanya kelanjutan
berlangsungnya suatu perkawinan sehingga telah terdapatnya syarat
tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu

dibatalkan, seperti suami harus sekufu dengan istrinya.
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Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan
disini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan
perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja.
Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus
terwujud dalam suatu perkawinan. Unsur pokok suatu perkawinan adalah
laki-laki dan perempuan yang akan dikawinkan, akad perkawinan itu
sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan suami, dua orang saksi
yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu.
Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah
sebagai berikut:

a. Calon mempelai laki-laki

b. Calon mempelai perempuan

c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan
d. Dua orang saksi

e. ljab yang dilakukan oleh wali dan gabul yang dilakukan suami.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk
kedalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut saat akad
perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung .

dengan semikian , mahar itu termasuk syarat perkawinan.

ernikahan dalam Hukum Positif Indonesia

UU Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan.

U perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana
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—syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun
0]

~ . . i . .
sperkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana

©
ayang terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti

wl

Figih syafi'iy dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

Asas dan prinsip adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan

NIN X

cdikembangkan dalam materi batang tubuh dari UU Perkawinan Adapun asas-

SN

Q;;ersas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh UU Perkawinan adalah sebagaimana

?ang terdapat pada penjelasan umum UU perkawinan itu sendiri sebagai

Derikut 5

a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
Untuk itu suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-
masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai

kesejahteraan spiritual dan materiil baru

N—r

Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu Perkawinan adalah sah
bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku titik balik baru
pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan
peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya
kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat surat keterangan, suatu

akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

JuIpAg uejng Jo AJISIdAIU() DTWER[S] 3}e}S

> Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan islam di Indonesia (Antara Figihmunakahat dan

und%g-undang perkawinan, (Jakarta : Kencana, 2016) h. 25

nery wise
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undang-undang ini menganut asas monogami hanya apabila dihendaki
olen orang yang bersangkutan karena hukum agama dari yang
bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari
seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari
seorang istri, meskipun hal itu dihendaki oleh pihak-pihak yang
bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagali
persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus
telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar
supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir
pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.untuk itu
harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih
dibawah umur.

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah
kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi
seorang wanita untuk kawin Mengakibatkan laju kelahiran yang lebih
tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. berhubung
dengan itu maka undang-undang ini menentukan bahwa untuk kawin baik
bagi pria maupun wanita ialah 19 tahun dan untuk pria 19 tahun (aturan
terbaru)™. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga

yang bahagia kekal dan sejahtera maka undang-undang ini menganut

11¢Ag uej[ng Jo AJISIdATU) DTWR]S] 3}e}§

3

nery wise

> Lihat PMA No 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, dalam perdirjen 713

201%penetapan formular dan laporan pencatatan perkawinan.
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prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. untuk memungkinkan
perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan
sidang pengadilan.
Pihak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban
suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan
masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga
dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.
Asas dan prinsip perkawinan itu dalam bahasa sederhana adalah
sebagai berikut
a. Asas sukarela
b. Partisipasi keluarga
c. Perceraian dipersulit poligami dibatasi secara ketat
d. Kematangan calon mempelai
e. Memperbaiki derajat kaum Wanita
Dalam perspektif yang lain Dr Musdah Mulia menjelaskan bahwa
prinsip perkawinan tersebut ada 4 yang didasarkan pada ayat-ayat
Alquran®;
1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh
Hal ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang
menempatkan perempuan pada posisi yang lemah sehingga untuk
dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa

yang terbaik pada dirinya Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh

neny m;se)F;}w&s ue}l[ng Jo AJISIdATU) dIWE[S] d}e3S

% R.Wirjono Prodjodikoro , Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Sumur, 1960)
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adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang
tidak bertentangan dengan syariat Islam
Prinsip Mawaddah Warahmah

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah dalam Alquran surat
ar-Rum ayat 21 mawadah warohmah adalah karakter manusia yang
tidak dimiliki oleh makhluk lainnya jika binatang melakukan
hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan seks itu sendiri juga
dimaksudkan untuk berkembang biak sedangkan perkawinan manusia
bertujuan untuk mencapai Ridho Allah di samping tujuan yang bersifat
biologis.
Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala
yang terdapat pada surat Al Bagarah ayat 187 yang menjelaskan bahwa
istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga
sebagai pakaian untuk wanita perkawinan laki-laki dan perempuan
dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi karena setiap
orang memiliki kelebihan dan kekurangan.
Prinsip Mu'asyarah Bil Ma'ruf

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat pada
surat an-nisa ayat 9 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk
memperlakukan istrinya dengan cara yang Ma'ruf di dalam prinsip ini
sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan

kepada wanita
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Apabila disederhanakan asas perkawinan itu menurut undang-
undang nomor 1 Tahun 1974 ada 6 :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal.

2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama
dan kepercayaan masing-masing

3. Asas monogami

4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya

5. Mempersulit terjadinya perceraian

6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

Selanjutnya menurut Muhammad Idris ramulyo asas perkawinan
menurut hukum Islam ada 3 asas yang harus diperhatikan yaitu>": (1) Asas
Absolut abstrak, (2) Asas selektivitas dan (3) Asas legalitas

Asas Absolut abstrak ialah suatu asas dalam hukum perkawinan di
mana jodoh atau pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dulu sudah
ditentukan oleh Allah dan atas permintaan manusia yang bersangkutan.

Asas selektivitas adalah suatu asas dalam suatu perkawinan dimana
seseorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi lebih dahulu dengan
siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia tidak boleh menikah, dan

Asas legalitas ialah satu asas dalam perkawinan wajib hukumnya

dicatatkan.

nery wisey JireAg uejyng jo AJISIdAIU) dDIWE[S] 3}e}S

>’ Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional , (Medan : Zahir Trading, 1957), h.36
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3. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum

dio ye

perkawinan nasional yang bersumberkan pada undang-undang Nomor 1
i’-ahun 1974 tentang perkawinan dalam peraturan perundang-undangan
Eerkawinan Indonesia. Eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait
ﬁengan menentukan sahnya suatu perkawinan artinya selain mengikuti

c
;{\{etentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya juga

QD
sebagai syarat sahnya suatu perkawinan Oleh karena itu pencatatan dan

%embuat akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan
perundang-undangan perkawinan di Indonesia.>®

Pencatatan perkawinan telah digulirkan sebagai masalah sejak awal
dibentuknya Undang-undang Perkawinan (RUUP) tahun 1973, yang menjadi

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (legal meaning)

pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan.

7))
5y Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU 1/1974
¢°]

ang menyatakan :

j+¥)

El) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
(o]

(=

agamanya dan kepercayaannya itu

2) Tiap -tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

SEIAIU

=
‘; yang berlaku

-

g’ Ketentuan diatas menunjukkan dengan jelas bahwa setiap peristiwa
s

‘erkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
n

<

E\- 8 Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan dalam Perundang-undangan

Perlﬁwinan Indonesia, Jurnal Fakultas Hukum ULM , (Banjarmasin: 2017), h.1

nery wise
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Jerlaku, artinya bahwa setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan

0]

gerkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila kedua
%yat dalam pasal 2 UU 1/1974 dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat
%ianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang
gmenentukan pula kesahan suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan
?yarat-syarat perkawinan agamanya dan kepercayaannya itu*°.

c

& Tujuan dari pencatatan pernikahan itu sendiri adalah untuk

QD
Jamemberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan

%ernikahan dengan memberikan bukti autentik telah terjadinya perkawinan
dan para pihak dapat mempertahankan pernikahan tersebut kepada siapapun
dihadapan hukum.®®

Pencatatan Pernikahan dilakukan legalitas hamper diseluruh negara
muslim di dunia meskipun berbeda satu sama lain dalam pelaksanannya dan
prosesnya. Menurut Khoirudin Nasution , aturan pencatatan nikah dinegara-
ﬁegara muslim dibagi manjadi tiga kelompok.
Pertama, kelompok negara yang mengharuskan pencatatan dan
emberikan sanksi bagi mereka yang melanggar, seperti halnya di Brunei
arussalam, Singapura, Iran, India, Pakistan, Yordania, dan Republik Yaman.
Kedua, negara-negara yang menjadikan pencatatan hanya sebagai

yarat administrasi dan tidak memberlakukan sanksi atau denda bagi yang

elanggar, seperti Filipina, Lebanon, Maroko, dan Libiya.

% Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut

@ URI[BS JQAJISIIATE) DBUL|S] 3

Hu Tertulis Indonesia dan Hukum Islam, (Sinar Grafika : Jakarta, 2010) h.1

® DY. Winanto,Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca

e

Kel&nya Putusan MK tentang Uji Materil UU Perkawinan, (Prestasi Pustaka Publisher : Jakarta
, 20;5‘) h.142
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Ketiga, negara yang mengharuskan pencatatan tetapi mengakui adanya

BHIEH O

erkawinan yang tidak dicatatkan, hal ini hanya terjadi di Syiria.®*

Di Indonesia, terkait dengan status hukum pencatatan perkawinan ini

apat diambil kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan, berikut denda atau

£ g e1d

kuman bagi yang melanggar merupakan peraturan administratif saja, tidak
rmasuk sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan di Indonesia. Namun

emikian, hal ini justru memberikan ambiguitas dalam pemahaman dan

d egdsng NI

Jpenerapannya. Pencatatan perkawinan yang tidak termasuk syarat sahnya
T)erkawinan melahirkan konsekuensi yuridis bahwa setiap perkawinan yang
dilakukan menurut agama yang bersangkutan dapat dianggap sah meski tidak
dicatatkan. Karena dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan disebutkan, “perkawinan adalah sah, apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

- 2

c

. Dan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan, maka tidak mempunyai

ekuatan hukum.®?

?iels

Ambiguitas substansi hukum tidak hanya membuat masyarakat

enjadi bimbang dengan aturan yang ada tetapi juga menjadikan hukum tidak

ATUQ dIWE[S

erjalan secara efektif. Bagir Manan dalam suatu seminar tentang nikah sirri

erpendapat bahwa Undang-undang Perkawinan menentukan dua asas

AF1S1

galitas yang berbeda sebagai dasar melakukan perkawinan, yaitu dasar sah

uatu perkawinan dan syarat sah suatu perkawinan. menurut dia, hal ini tidak

eAlS uB}ngJo

¢ Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Cetrke-1, h. 182.

%2 |bid, h. 190.
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©
fazim dalam menentukan hubungan hukum dan bahkan menjadi sumber

0]

gegaduhan mengenai perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat atau karena
g'idak dipenuhi berbagai syarat lain, karena setiap hubungan hukum yang
%ilakukan sesuai syarat-syarat hukum akan melahirkan hubungan dan akibat
Eukum yang sah. Berdasarkan hal ini, tidak aneh jika di Indonesia masih
ianyak didapati kasus-kasus perkawinan yang tidak dicatatkan dipejabat

smi.%

Dinegara Indonesia ada dua Instansi atau Lembaga yang diberi tugas

BIY BXSN

%ntuk mencatat perkawinan, perceraian dan rujuk. Adapun instansi atau
Lembaga tersebut adalah :
1) Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk nikah, talak dan rujuk bagi
masyarakat beragama islam.®*

2) Kantor Catatan Sipil untuk perkawinan masyarakat non muslim.

Dalam aturan Hukum islam, fenomena pencatatan perkawinan bisa
ﬁikategorikan kepada persoalan hukum baru, karena dalam sejarahnya
;;ébagaimana disinggung diatas memang tidak pernah terjadi pencatatan dan

j+¥)
%.embukuan atas fenomena perkawinan, talak dan rujuk®.

Fenomena pembukuan pada masa nabi , hanya pada persoalan

SEAIU) D

embukuan al Quran, sedangkan yang secara tersurat nash ada perintah
encatat dan mebukukannya adalah dalam aspek muamalah atau transaksi

al beli, sebagaimana yang diperintahkan melalui Surat al -Bagarah ayat 282:

* Ibid, h. 191.
% Lihat Undang-undang No 22 tahun 1946 jo.Undang-undang Nomor 32 tahun 1954)
® Toha Ma'arif, Pencatatan pernikahan (analisis dengan pendekatan, Qiyas, lIstihsan,

eAg ugl[Rs joL31

SadE_d'-’h-aI Dzari'ah , Mashlahah Musrsalah dan Hukum Positif di Indonesia, Jurnal UNUL,
Lanwng: 2017, h.124
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang
piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu
menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk
menuliskannya  sebagaimana  Allah  telah  mengajar-kan
kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang
berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada
Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun.
Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah
(keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah
walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua
orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua
orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang
perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para
saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan)
lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu
menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya
sampali batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang
demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan
kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan,

nery wisey] JireAg uejng jo A}JISIdAIU) dDIWE[S] 3}e}S



)

_§>

f
>

&

‘nery exsng NN Jelfem 6ueh uebunuaday ueyibniaw yepi uediynbusd *q

‘nery e)sng NN uizi eduey undede ynuaq wejep 1ul sin} eAley yninjgs neje ueibegas yeAueqiadwaw uep ueywnwnbusw Buele|q ‘g
‘yejesew njens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAley uesiinuad ‘uenijpuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uedinbusd e

NVIY VISNS NIN

A\

Jaquuns ueyingaAusw uep ueywniuedsusw eduey Ul siin) eAley yninjes neje uelbeqgas dinbusw Buele|iq ‘|

7

Buepun-Buepun 1Bunpuiq e3di deH

60

kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu
jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika
kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli
dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga
saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal
itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah
memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui
segala sesuatu.(QS.Al Bagarah/2: 282)%

Keumuman ayat yang terkandung dalam ayat diatas dalam hal

encatat hutang piutang, menjadi dasar dalam pencatatan nikah, Al Quran dan

BYSNS NIN Y!Iw e3dio e o

Sunnah memang tidak mengatur keharusan dalam pencatatan pernikahan,

e

‘amat islam pada masa awal islam juga tidak memberikan perhatian yang
serius terhadap pencatatan pernikahan, alasannya karena ada larangan dari
Rasulullah menulis sesuatu selain Al Quran untuk mencegah tercampurnya Al
Quran dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang
dibanding kan dengan kultur mengahafal Al Quran. Tradisi walimah al ursy
g)ianggap telah menjadi saksi, disamping saksi syar'i tentang pernikahan,

%ehingga pencacatan pernikahan saat itu tidak diperlukan®’.

:T Dengan demikian meskipun ketentuan pernikahan hanya merupakan
8
gersyaratan administratif , namun memiliki pengaruh cukup besar terhadap
]

ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan
(]

-
@erbuatan yang berakibat hukum. Dalam hal ini, akta nikah merupakan salah
St

Satu alat bukti yang sah dengan tujuan untuk (1) menguatkan bahwa seseorang
7))

fmempunyai hak, (2) menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain

LeEn

% Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta : Yayasan Takaful Indonesia, 2016, h. 48
® Amir Buruddub dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi

eAg

Kritfsh- Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no.1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana,
200% h.121.
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©

mempunyai hak, dan (3) menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau
0]

felah terjadi suatu kedaan atau telah terjadi suatu peristiwa.®® Karena itu, akta
Eikah secara hukum memilki peranan yang penting , khususnya untuk
%elindungi hak-hak seseorang dan untuk membuktikan telah dilaksanakannya
gJatu peristiwa hukum, khususnya dalam penyelesaian perkara dipengadilan
gl)ang paling banyak menggunakan alat bukti tertulis.

(=
2 Pencatatan Nikah menurut hukum islam termasuk dalam mashlahah

QD
aoursalah, karena tidak secara tegas diperintahkan oleh syara™ akan tetapi

%eberadaannya, tidak pula ditentang oleh syara’, sebab banyak mengandung
mashlahat. Pencatatan nikah merupakan perbuatan hukum yang sangat
penting karena akan memunculkan akta nikah yang menjadi bukti apabila
suatu saat terjadi pengingkaran tentang adanya pernikahan. Tanpa adanya
pencatatan nikah, banyak sekali penyelewengan yang telah dilakukan dan
akibatnya adalah ada pihak tertentu yang dirugikan yaitu istri dan anak-anak.
%encatatan nikah sejalan dengan ketentuan syara’ yaitu mewujudkan
¢°]

RemEashlahatan dan mencegah kemudharatan®®.

j+¥)
%turan tentang Biaya nikah di Indonesia.

4.
(o]
E Peraturan terkait biaya pernikahan dalam Peraturan Menteri Agama
2.
%ERMA) nomor 71 tahun 2009 biaya pencatatan pernikahan diartikan sebagai
=
:Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari biaya yang
-
_fﬁ’ipungut dari masyarakat atas pencatatan pernikahan atau rujuk.”
Y
=]
& Buku keempat, Bab 1 Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
% Toha Ma’rif, Op Cit, h.133
70 | jhat, PERMA No.71 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan
Ruj
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Dalam sejarahnya di Indonesia peraturan yang mengatur biaya

encatatan pernikahan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sebelum

dizsyeH o

&eluarnya PMA nomor 12 tahun 2016, ada beberapa peraturan yang mengatur

ientang biaya pencatatan pernikahan diantaranya terdapat dalam : Peraturan

-~

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2000 (yang kemudian

ﬁirevisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004) tentang tarif atas

c
C‘lx’enis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama

QD
atau kementerian agama dalam penjelasan PP tersebut pada pasal 6 disebutkan

QJ‘~T='nengenai penerimaan dari KUA Kecamatan biaya pencatatan nikah dan Rujuk
sebesar Rp30.000 per peristiwa pernikahan’*.

Dalam melakukan pernikahan seseorang pria dan wanita harus
membayar administrasi yang sudah ditentukan oleh pihak KUA berdasarkan

peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2001 tentang biaya pencatatan nikah di

KUA Kecamatan sebesar Rp30.000 dibayarkan kepada bendaharawan khusus
7))

%tau kepala kau apabila pernikahan dilakukan di luar KUA maka biaya

%encatatan nikah ditambah sebesar Rp50.000 menjadi Rp80.000 dibayar

8
dangsung kepada PPN atau pembantu PPN yang menghadiri akad nikah di luar
(=

o
?,- Di dalam undang-undang nomor 51 tahun 2001, ternyata masih
St
iﬂemiliki banyak kelemahan yaitu kurangnya transparansi biaya pihak KUA
&

an masih awamnya pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Dikarenakan

el ued]

™ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2000 tentang Tarif

Ataﬁenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama.

"2 Mardani, Hukum Perkawinan Islam, (Jogjakarta: Graha llmu, 2011) h.26
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©

Jiaya masih dibayarkan secara langsung pada bendaharawan khusus atau
0]

=
&epala KUA, hal ini pihak KUA terkadang mendapatkan tambahan uang

©
dransportasi sehingga Biaya yang tadinya sebesar Rp80.000 yang telah

3
ditentukan oleh Peraturan Pemerintah bisa berubah-ubah sesuai dengan
-~

¢emberian pihak yang bersangkutan’.
Z

CCD Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2001 pemerintah

(2]
Kembali mengganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004

Py
dentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di
[ =

Kementerian Agama biaya pencatatan nikah dan Rujuk di Kantor Urusan
Agama peristiwa sebesar Rp30.000 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun
2001 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tidak mempunyai
perubahan yang mengarah pada suatu hal yang lebih baik bahkan transportasi
semakin bertambah jauh, faktor tersebut berupa ketidaktahuannya masyarakat
gEntang kisaran biaya pencatatan pernikahan, selain itu adanya kebiasaan

-

:,ﬁ\asyarakat yang selalu meminta pihak ketiga ataupun pengguna jasa untuk

—

j+¥)
Fnengurus administrasi pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama
(o]

Sehingga masyarakat harus membayar lebih dari standar ketentuan

<
@dministrasi dan selain tidak adanya sosialisasi tentang biaya pencatatan nikah
w

I

"yang diatur oleh Peraturan Pemerintah’™.
-

S re3ng

™® Hasil wawancara dendan Bapak Muhklisin, S.HI , KA KUA Kecamatan Bunut,

<
tan@al 16 februari 2022.

™ Riki Sanjaya, Efektifitas Pelaksanaan Nikah Gratis sebagai penerapann Peraturan

Penﬁ’intah NO.19 tahun 2015 Pasal 5,( Skripsi IAIN METRO, Lampung: 2018), h.17.
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Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 diganti menjadi Peraturan

BHIEH ©

emerintah nomor 48 tahun 2014 tentang multi tarif yang dikenakan pada

asyarakat yang akan menikah Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas
slam menegaskan bahwa sampai saat ini Kementerian tersebut tidak pernah

enggumumkan adanya biaya tambahan pernikahan karena hal itu sudah

S NI digw gd

latur dalam peraturan pemerintah PP nomor 48 tahun 2014 Penegasan

SN

dersebut disampaikan untuk memastikan bahwa kini tidak ada lagi pungutan
?iaya (gratifikasi) di luar ketentuan. sebelumnya mengakui bahwa di berbagai
Tjaerah dalam hal pembayaran nikah prosedurnya jika menikah di luar Kantor
Urusan Agama dikenai tarif Rp600.000, itu tarif resmi yang harus dibayar
melalui bank yang telah ditunjuk, tetapi pada prakteknya ada pihak yang
memanfaatkan ketidaktahuan keluarga pasangan pengantin itu bahwa

pengurusan pembayaran diwakilkan kepada petugas Kelurahan atau pihak

Jainnya oknum ini kemudian minta pembayaran diatas tarif resmi padahal

}

S
:,j;embayaran ke bank dapat dilakukan secara langsung dan tanda bukti
n_g?{iperlihatkan ke pada KUA terdekat.

% Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2001 tentang biaya pencatatan
%ikah di KUA Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas

‘ienis penerimaan negara bukan pajak peraturan pemerintah nomor 48 tahun
-
?014 tentang multi tarif yang dikenakan pada masyarakat yang akan menikah

diubah dan diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 yaitu
0p]

<
Zentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku

nery wisey j
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©

pada Kementerian Agama Peraturan Pemerintan Nomor 19 tahun 2015
0]

ziundangkan dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2015 dan efektif

©
digunakan pada tanggal yang sama. Ditandatangani oleh Presiden Joko

3
Widodo dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly
~

alam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 merupakan peraturan

SNS N

gelaksanaan dari Undang-undang Nomor 20 Taun 1997 tentang penerimaan

QEéjegara bukan pajak. Dalam pasal 1 dan 2 Undang-undang ini dijelaskan

e
bahwa penerimaan negara bukan pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah

pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Kelompok penerimaan
negara bukan pajak meliputi;

a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah,

b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam,

Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan,
Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah,
Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari
pengenaan denda administrasi,

Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah, dan
Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

PP Nomor 19 Tahun 2015 dibuat untuk mengoptimalkan Penerimaan

ng Jo A@sIaaku) dIWRES] 33L3IS o

@egara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, selain itu
=

Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Agama merupakan salah

Ie

'Satu sumber penerimaan negara. Di dalam keluarnya Peraturan Pemerintah

nery wisey[
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&  MNomor 19 tahun 2015 Urusan Agama lebih memaksimalkan dan memberikan
T
E-'_ cixﬁformasi tentang nikah gratis kepada masyarakat melalui para penyuluh
5 o
§ @gama baik penyuluh fungsional maupun penyuluh agama non PNS di
s 5
c
§ Kecamatan setempat Kantor Urusan Agama menjadi lebih berintegritas dan
3 ~
«Q
g Gerbebas dari gratifikasi serta menjelaskan keuangan yang harus dibayar oleh
g =
@ omasyarakat dan proses pembayaran lebih mudah karena pembayaran
c
(2]

Qa;‘ilakukan melalui bank yang pembayaran tersebut langsung kepada
Py . . .
£emer|ntah serta meringankan masyarakat yang tidak mampu’®.
e
PP Nomor 19 Tahun 2015 terdiri dari 8 pasal. Dalam Peraturan

Pemerintahan ini dijelaskan bahwa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pada Kementerian Agama meliputi kegiatan yang berasal dari Perguruan

‘nery exsng NN Jelfem 6ueh uebunuaday ueyibniaw yepi uediynbusd *q

‘yejesew njens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAley uesiinuad ‘uenijpuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uedinbusd e

Tinggi Agama dan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pada Perguruan Tinggi
Agama penerimaan berasal dari; seleksi ujian masuk, sumbangan pembinaan
C[’))endidikan (SPP), pratikum diploma dan sarjana sebelum tahun angkatan

%013, biaya pendidikan lainnya, dan jasa penggunaan guest house. Sedangkan

e

w
fpada Kantor Urusan Agama Kecamatan penerimaan berasal dari kegiatan per
8

5.eristiwa nikah atau rujuk. Besaran biaya per peristiwa nikah atau rujuk

Jaquuns ueyingaAusw uep ueywniuedsusw eduey Ul siin) eAley yninjes neje uelbeqgas dinbusw Buele|iq ‘|

)
perdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19

o

-
“Tahun 2015 adalah sebesar Rp 600.000,00."

‘nery e)sng NN uizi eduey undede ynuaq wejep 1ul sin} eAley yninjgs neje ueibegas yeAueqiadwaw uep ueywnwnbusw Buele|q ‘g

uglng jo 43

" Hasil Prasurvey dengan Bpk.Kamarudin, penyuluh Agama Non PNS KUA Kecamatan
Buaift, tanggal 16 Februari 2022.

’® Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik
Indoesia, Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan
Mas*lrakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015), h. 228.

e
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Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Kantor

rusan Agama Kecamatan dalam Pasal 5 dijelaskan sebagai berikut :

Setiap Warga Negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor
Urusan Agama Kecamatan atau diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan
baiaya pencatatan nikah atau rujuk.

Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama
Kecamatan dikenakan baiaya transportasi dan jasa profesi sebagai
penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini.

Terhadap Warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau
korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor
Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah).

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp
0,00 (nol rupiah) kepada Warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi
dan/ atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar
Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah mendapat persetujuan dari
Menteri Keuangan.”’

Dalam PP Nomor 19 Tahun 2015 belum dijelaskan secara tekhnis

ntang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau

nery wisey jiieAg gejng jo AJISIdAIUN dDIWeE[S] 33WS

" Ibid, h. 224.
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©

Tujuk. Kemudian dibuatlah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia
0]

=
MNomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

©
dAtas Biaya Nikah atau Rujuk Di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Il

- Dalam pasal 8 sampai 10 Peraturan Meneteri Agama Nomor 12 Tahun
-~

2016 dijelaskan tentang mekanisme penyetoran baiaya nikah. Adapun

N

Ccﬂlekanismenya ialah calon pengantin menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke
%as negara pada Bank/Pos sebesar Rp 600.000,00. Adapun penggunaan dari
§iaya nikah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 ayat (2) PMA Nomor 12
c

adalah sebagai berikut :

a. Transport layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk diluar kantor,

b. Honorarium layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar

kantor,

52

Honorarium pengelola PNBP biaya nikah atau rujuk,

Honorarium PPS (Petugas penerima setoran) PNBP biaya nikah atau
rujuk,

Kursus pra nikah,

Supervisi administrasi pada pengelolaan PNBP nikah atau rujuk,
Peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaksana layanan nikah atau
rujuk,

Investasi yang berkaitan dengan kegiatan dibidang nikah atau rujuk.

Lahirnya ketentuan ini dilatar belakangi oleh banyaknya pernikahan

S UB}[BS JO A}ISEIATU() JIBIR[S] d)elS

3eA

lan keinginan Warga Negara untuk melaksanakan akad nikah dirumah.

nery wisey j
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©
Berdasarkan data penelitian yang dilakukan Puslitbang Kehidupan Keagamaan
0]

=
MBadan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI tahun 2014 ditemukan

©
gersentase lokasi akad nikah bahwa 66,94% akad nikah dilakukan dirumah,

=
15,28% dimesjid atau mushollah, 4,17% di gedung, 0,28% dilokasi lainnya,

-~

@an yang melaksanakan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Z

(§Ebanyak 13,33%.” Dari data ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat di

w
@donesia lebih memilih melaksanakan akad nikah di rumah.

Py

=5 Dengan begitu, tidak hanya sampai disitu aturan No.19 tahun 2015

=

diperbaharui kembali dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik
Indonesia Nomor 12 tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) atas biaya nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan
Agama Kecamatan, yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, aturan
tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ynengenai pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan kaidah

V)

=

g°]

Jengelolaan keuangan negara .

w

Aturan ini didasari atas aturan aturan dibawah ini yaitu :

I

Undang-undang nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan negara bukan
pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687)

eAlg uejng jo A}1SI9AIRA D

’® Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan,

Pole:ﬁa;\ik Biaya Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan
Keagemaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014) h. 39.

nery wise
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Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana (
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66 tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang jenis dan penyetoran
penerimaan negara bukan pajak ( Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1960 7 Nomor 57, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3694) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
nomor 52 tahun 1998 tentang perubahan jenis dan penyetoran penerimaan
negara bukan pajak ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998
nomor 85 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760)
Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1999 tentang tata cara penggunaan
penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari kegiatan tertentu
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950 9 nomor 136, tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3371)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2013 nomor 103 tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang jenis dan tarif
penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama
(lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 78 tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5689).



‘nery e)sng NN uizi eduey undede ynuaq wejep 1ul sin} eAley yninjgs neje ueibegas yeAueqiadwaw uep ueywnwnbusw Buele|q ‘g

NV VISNS NIN
o0}

&

‘nery eysng NiN Jelem BueAk uebunuadey ueyibniaw yepn uedinbusd “q

‘yejesew njens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAley uesiinuad ‘uenijpuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uedinbusd e

b)

—§>

>

A\

Jaquuns ueyingaAusw uep ueywniuedsusw eduey Ul siin) eAley yninjes neje uelbeqgas dinbusw Buele|iq ‘|

7

Buepun-Buepun 1Bunpuiq e3di deH

= NEIY BYSNS NIN N!IW eddido YeHi O

o

[

0 dTEE[S] 3383

N

nery wisey] JrreAg uejng JoLAJIsIdAu

71

Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama
(lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 168 )

Keputusan Menteri Keuangan nomor 338/ KMK. 06/2001 tentang izin
penggunaan sebagian dana penerimaan negara bukan pajak yang
bersumber dari pelayanan jasa Nikah dan pelayanan jasa peradilan agama
pada Departemen Agama.

Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah

berita Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 5

. Peraturan Menteri Agama tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 592 )
Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri
Agama nomor 16 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan
Menteri Agama nomor 10 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015

nomor 348)

. Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan

tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama ( berita Negara Republik

Indonesia tahun 2012 nomor 851)

. Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK 05/2012 tentang cara

pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 1191)
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Peraturan Menteri Keuangan nomor 3/PMK 02/2013 tentang cara
penyetoran penerimaan negara bukan pajak oleh bendahara penerimaan

(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 6)

. Peraturan Menteri Keuangan nomor 162/PMK 05/2013 tentang kedudukan

dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran
pendapatan dan belanja negara.
PMA Nomor 12 Tahun 2016 ini terdiri dari 8 BAB dan 30 Pasal
Dengan penjabaran sebagai Berikut :
BAB | KETENTUAN UMUM , Pasal 1 dan 2
BAB Il STUKTUR PENGELOLA, Pasal 3,4,5,6,dan 7.
BAB Il MEKANISME PENGELOLAAN
Pasal 8,9,10,11,12,13,14,15,16,dan 17.
BAB IV TIPOLOGI KUA KECAMATAN , Pasal 18 dan 19
BAB V SYARAT DAN TATA CARA DIKENAKAN TARIF RP.0,00
(NOL RUPIAH), Pasal 20, dan 21
BAB VI SUPERVISI, MONITORING, DAN EVALUASI.
Pasal 21, 22,23 dan 24
BAB VII PELAPORAN Pasal, 25, 26 dan 27.
Bab VIII KETENTUAN PENUTUP , Pasal 28, 29 dan 30
Aturan ini ditetapkan dijakarta pada tanggal 4 Maret 2016 di Jakarta, oleh
Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Lukman Hakim Saifuddin .dan

diundangkan pada tanggal 10 Maret 2016.
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Ketentuan Jumlah pembiayaan dapat dilihat dengan jelas pada BAB 111

FIAEH @

ntang Mekanisme Pengelolaan pasal 8 hingga 17 dan BAB V tentang Syarat

an tata cara dikenakan Tarif Rp.0,00 (Nol Rupiah), pasal 20, 21.

ead

Isi dari aturan tersebut pada BAB 11l Pasal 8 ayat 1 ialah “ Catin wajib

enyetorkan biaya nikah atau rujuk ke kas negara pada bank atau pos persepsi

SgNIEXIIw

ebesar Rp600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah)” kemudian dijelaskan pada
AB V pasal 20

Ayat1 catin yang tidak mampu secara ekonomi dan atau korban

nery ejgn

bencana dapat dikenakan biaya nikah atau rujuk tarif Rp.0,00
(nol Rupiah)

Ayat 2 Tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan
pada surat keterangan tidak mampu atau sktm dari lurah atau
kepala desa yang diketahui oleh Camat atau kartu miskin.

Ayat 3. Dalam hal Salah satu catin mampu secara ekonomi tidak dapat
dikenakan tarif 0,00 rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Ayat 4. Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bencana
alam yang menyebabkan catin tidak dapat melaksanakan
pernikahan secara wajar

Ayat5 Catin korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib

memperoleh surat keterangan dari lurah atau kepala desa.
Dari pemaparan diatas penulis menyimpulkan bahwa pada awalnya
rif biaya nikah dikantor KUA ditetapkan sebesar Rp.30.000 dalam PP

0.51 Tahun 2001,dan untuk biaya Luar Kantor KUA ditambah Rp.50.000

JOAJISEP AU dIWe[S] d3e}§

glahingga menjadi Rp.80.000,aturan ini berlaku bagi seluruh masyarakat yang
fnencatatkan pernikahanya di KUA Kecamatan. Aturan ini dinilai masih

n
éhemiliki banyak kelemahan, dikarenakan aturan tersebut masih memberikan

I
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©
ampak gratifikasi dan pungutan-pungutan lainnya, seperti untuk transportasi

0]

ﬁan lainnya, dan penyetoran biaya nikah juga secara langsung dibayarkan
=

&epada pihak KUA.

Aturan ini diperbaharui Kembali dalam Peraturan Pemerintah No.48

ahun 2014 Tentang Multi Tarif yang dikenakan pada masyarakat yang akan

NI Tw

&g\enlkah yakni dengan aturan biaya Pernikahan di Luar Kantor dikenakan tarif

n

Bebesar Rp. 600.000,- dan dibayarkan melalui Bank sebagai penerimaaan

ey

Tegara.

ne

Aturan tersebut pun Kembali diperbaharui dalam PP No0.19 Tahun
2015 vyaitu tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Kementerian Agama, aturan tersebut menjelaskan bahwa biaya
pernikahan hanya terbagi menjadi dua, yakni gratis atau Rp.0,- jika proses
Nikah dilakukan di dalam KUA dan pada jam kerja di KUA dan kedua

dikenakan biaya Rp.600.000,- jika dilakukan diluar KUA.

’é’j Dan Aturan tersebut di perbaharui Kembali dalam PMA No12 Tahun
%016 tentang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas biaya
S

%ikah atau Rujuk diLuar KUA , aturan tersebut menjelaskan hal yang sama
gada aturan sebelumnya dengan memberikan tambahan aturan yakni pada
)%.asal 20 Ayat 1 “ Catin yang tidak mampu secara ekonomi dan atau korban
;encana dapat dikenakan biaya nikah atau rujuk tarif Rp.0,- , pada pasal 20

S 3

yat 2 kembali dijelaskan bahwa Kiriteria tidak mampu sebagaimana

Gue)

imaksud pada ayat 1 didasarkan pada Surat Keterangan Tidak Mampu atau

KTM dari lurah atau kepala desa yang diketahui oleh camata tau kartu

nery wisey jigek
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©

omiskin, artinya pernikahan diluar kantor dapat dilaksanakan dengan biaya
0]

=
Qgratis, asal calon pengantin yang bersangkutan memberikan persyaratan

©
dambahan yakni SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu).

wl

Tinjauan Kepustakaan (Penelitian Relevan)

Untuk mendukung penelitian yang komprehensif diperlukan dukungan

sil penelitian yang telah ada sebelumnya dan memiliki relevansi yang

FSNg NIN

ampir senada. Penelitian terkait aturan biaya nikah bukanlah penelitian yang

o B

Q4§raru dalam bidang hukum keluarga (al-akhwal asy-syaksiyyah), telah banyak

n

penelitian terdahulu yang dilakukan namun belum ada yang secara khusus
membahas mengenai Analisis Dampak PMA no 12 tahun 2016 tentang biaya
nikah gratis (Rp.0) dikantor KUA, ditinjau menurut Hukum Keluarga Islam.
Diantara penelitian tersebut ialah;

Penelitian pertama, oleh Irsad Mahmud Mutagin (1143010052)

®eorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati,

e

-

Bandung dengan judul “ Pelaksanaan PMA No.12 tahun 2016 tentang

I

e[s

pengelolaan PNBP atas biaya nikah atau rujuk diluar KUA Kecamatan
=2
g:lmplikasinya terhadap perkawinan yang dilakukan Masyarakat Pebayuran

abupaten Bekasi ). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan

.I%A

£)18

MA No.12 tahun 2016 dikecamatan Pembayaran, mengetahui factor

ndukung dan penghambat dalam pelaksanaan PMA No.12 tahun 2016

RS JO

‘glikecamatan Pebayuran juga mengetahui implikasi pelaksanaan PMA No.12

Eahun 2016 terhadap perkawinan yang dilakukan masyarakat pebayuran.

nery wisey j
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©
Aan Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa setiap pelaksanaan
0]
=
administrasi pencatatan harus sesuai dengan peraturan yang telah berlaku, agar

gy d

dak terjadi penyelewengan dan permasalahan di masyarakat. Penelitian ini

IELU

enggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil

rEl

nelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PMA No.12 tahun 2016
iterapkan dengan baik oleh pihak KUA Pebayuran. Pelaksanaan tersebut

idukung oleh factor sarana dan fasilitas KUA yang memadai, pegawai KUA

d edsng N

yang kompeten dan Aparat pemerintah yang aktif dan komunikatif. Jumlah
T)erkawinan diluar KUA lebih banyak dibandingkan dengan jumlah
perkawinan didalam KUA. Hal tersebut menjelaskan bahwa penerapan PMA
No.12 tahun 2016 berpengaruh terhadap perkawinan di KUA Pebayuran,
sehinggga membuktikan bahwa masyarakat sudah mengenal tentang regulasi
atau peraturan perkawinan.”

Kedua, penelitian oleh Diah Vitasari (210117060) Seorang mahasiswi

I931e1S

akultas Syariah dan Hukum IAIN Ponorogo dengan judul “ Efektivitas
eraturan Pemirintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis
enerimaan Negara Bukan Pajak di KUA Kecamatan Bandar Kebupaten

I3

acitan penelitian yang ditulis oleh diah merupakan penelitian jenis

IPATUR DTHR]S

pangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik studi

pangan. Dan Analisa data menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan

" Irsad Mahmud Mutaqin, Skripsi “Pelaksanaan PMA No. 12 Tahun 2016 Tentang

‘yejesew njens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAley uesiinuad ‘uenijpuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uedinbusd e

Pengelolaan PNBP atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar KUA Kecamatan (Implikasinya terhadap
Perﬁwinan yang dilakukan Masyarakat Pebayuran Kabupaten Bekasi)” (Bandung: UIN Sunan
Gurwg Djati,2019).

BAG ey ng jo é—us
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&  Yyang diawali dengan mengumukakan dalil-dalil, teori-teori secara umum dan
T o
Iy ~
E-'_ &Selanjutnya dikemukakan secara khusus. Kesimpulan akhir dari penelitian ini
5 o
§ @dalah : Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang tarif
Q
c 3
§ atas jenis penerimaan negara bukan pajak di KUA Kecamatan Bandar
3 ~
«Q
;C Kabupaten Pacitan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aturan tersebut
5 =
@  delum berjalan dengan efektif dikarenakan masyarakat Bandar Kabupaten
c
(2]

gacitan Sebagian tidak mengetahui terkait peraturan tersebut. Kepercayaan
Py
g;nereka terhadap apa yang mereka keluarkan sudah membudaya pada
e
masyarakat sehingga staff KUA akan mengupayakan agar pelaksanaan

pembiayaan administrasi sesuai dengan peraturan tersebut.®

Ketiga, Penelitian oleh M.Rida Hasyim (17192030039) Mahasiswa

‘nery exsng NN Jelfem 6ueh uebunuaday ueyibniaw yepi uediynbusd *q

‘yejesew njens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAley uesiinuad ‘uenijpuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uedinbusd e

Program Pascasarjana IAIN Palopo dengan judul “ Implementasi Nikah Gratis

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu” Penelitian

menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan

ormative dan pendekatan yuridis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa

[SE21e1S:

e

.Penerapan nikah gratis di KUA kec. Walenrang Kabupaten Luwu terdiri

I

Jaquuns ueyingaAusw uep ueywniuedsusw eduey Ul siin) eAley yninjes neje uelbeqgas dinbusw Buele|iq ‘|

ri, a. perencanaan yang meliputi, melakukan sosialisasi, pemberitahuan

Jﬂ-AIug J

ehendak kepada pihak KUA,. b. pelaksaan yaitu melengkapi berkas-berkas

A}IS

an melangsungkan pernikahan didepan penghulu atau KUA c. evaluasi yang

Jo

gérdiri dari Komunikasi, sumber daya manusia , saran dan prasarana. 2. Factor

‘nery e)sng NN uizi eduey undede ynuaq wejep 1ul sin} eAley yninjgs neje ueibegas yeAueqiadwaw uep ueywnwnbusw Buele|q ‘g

=
%ng melatarbelakangi pasangan mau menikah secara gratis di KUA terdiri
W
< .. ..
8 8 Diah Vitasari, Skripsi « Efektivitas Peraturan Pemirintah Nomor 48 Tahun 2014
Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di KUA Kecamatan Bandar Kebupaten
Pacgen ”(Jawa Timur: IAIN Ponogoro,2021).
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©

dari beberapa factor, yakni factor aturan yang berlaku dan factor ekonomi
0]

ngeluarga. 3. Pandangan keluarga dan masyarakat terhadap nikah gratis

©
dnemberikan respon positif dengan diterapkannya peraturan pemerintah

=
Nomor 48 tahun 2014, masyarakat dan pihak KUA bisa lebih disiplin dalam

-~

‘melaksanakan pernikahan didalam maupun dikluar KUA dan penghulu pun
zZ

aidak terkena gratifikasi. Kemudian respon negative bahwa masyarakat dengan
c
(2]

Qa;‘iterapkannya aturan tersebut dapat merepotkan masyarakat dalam hal
ggoembayaran.81

- Keempat, Penelitian oleh Imam Bashori (C01210043), mahasiswa
Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dengan judul
Efektivitas penerapan Peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang
Biaya Nikah perspektif Al-Maslahah Al Mursalah (studi kasus di KUA
Kecamatan Bancar). Penelitian ini adalah hasil penelitian lapangan di KUA
decamatan Bancar Kabupaten Tuban, data penelitian ini dihimpun dari
Y

;ﬁeraturan pemerintah No 48 tahun 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan
gahwa Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah
;&itetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Juli .
geraturan ini ditetapkan untuk mengganti peraturan pemerintah Nomor 47
®

‘gahun 2004 tentang PNBP. Karena PP nomor 47 Kurang bisa mengakomodasi

=)
-~

{roses admistrasi pernikahan.

JupAg uej|

8 M.Rida Hasyim, Tesis “ Implementasi Nikah Gratis di Kantor Urusan Agama

Kece@atan Walenrang Kabupaten Luwu” ( Sulawesi Selatan : IAIN Palopo, 2019).
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©
Aan Didalam Peraturran Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang biaya
0]
gikah terdapat 3 ketentuan yang menjadi perubahan besar mengenai
©

Pembiyaan nikah. Pertama menikah di Kantor KUA atau dijam kerja adalah

=
gratis. Kedua, melangsungkan pernikahan di luar kantor Kua atau diluar jam
-~

%erja masyarakat membayar sebesar Rp. 600.000,-. Dan yang ketiga adalah
dczwagi masyarakat yang kurang mampu yang ingin melangsungkan pernikahan
:a;‘iluar kantor KUA dengan gratis membawa SKTM dari Lurah pasangan calon
§engantin dan camat. Setelah peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014
fjitetapkan dan mulai diterapkan memunculkan respon yang beragam bagi
masyarakatkarena dipengaruhi oleh tingkat ekonomi yang berbeda-beda
disetiap desanya®.

Setelah ditelaah mengenai studi yang lebih dulu membahas tentang

Biaya Nikah, belum ada yang secara tegas menjelaskan mengenai Dampak

®MA no 12 tahun 2016 tentang biaya nikah gratis (Rp.0) dikantor KUA,
V]

}

Bitinjau menurut Hukum Keluarga Islam dan juga terdapat perbedaan focus

PIS]L

=1

lantara ke empat studi diatas dengan tema yang akan diteliti. Irsad Mahmud

gDI

utagin memfokuskan studinya pada Pelaksanaan PMA No.12 tahun 2016
ntang pengelolaan PNBP atas biaya nikah atau rujuk diluar KUA

ecamatan (Implikasinya terhadap perkawinan yang dilakukan Masyarakat

ng Jo *JISJ@AIU

ebayuran Kabupaten Bekasi). Diah Vitasari memfokuskan penelitiannya

ada Efektivitas Peraturan Pemirintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif

eAlg wel|

82 \mam Bashori, Skripsi, ” Efektivitas penerapan Peraturan pemerintah Nomor 48 tahun

201?_;;tentang Biaya Nikah perspektif Al-Maslahah Al Mursalah (studi kasus di KUA Kecamatan
Ban%r)”( Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015).
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as Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di KUA Kecamatan Bandar
Dan sama halnya dengan M.Rida Hasyim juga memfokuskan pada
plementasi Nikah Gratis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang

abupaten Luwu” sementara itu Penelitian oleh Imam Bashori juga meneliti
ntang Efektivitas penerapan Peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2014

bupaten Pacitan.
UA Kecamatan Bancar).

t
JTentang Biaya Nikah perspektif Al-Maslahah Al Mursalah (studi kasus di

ﬁ_mxvm:im Bm_x &IN Eus

K

a R¥au State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

G\II Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

..u. : 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

ff h.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
/\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsusamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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METODE PENELITIAN

etode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu cara pokok dalam pengembangan ilmu

ngetahuan dan teknologi serta seni. Untuk itu maka penulis dalam hal ini
enggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :
Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan
empiris, pendekatan yang didasarkan atas pengetahuan berbagai fakta yang
diperoleh dari hasil penelitian dan observasi, yaitu suatu konsep yang
direncanakan dan Prosedur Penelitian yang termuat di dalamnya langkah-
langkah untuk meneliti, mulai dari penjabaran dan asumsi luas sehingga
penjabaran terperinci dapat mengumpulkan data®
Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian lapangan (Field
Research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara
intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan
suatu unit sosial baik indovidu, kelompok, Lembaga , atau , masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian kualitatif deskriptif, dengan diawalinya masalah, menentukan

jenis informasi yang diperluakan, menentukan prosedur pengumpulan data

uxe&s uejng jo AJISIdATUN) dIWR[S] 3IR}S

8 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups, sebagai Instrumen

Penggallan Data Kualitatif, (Depok :Raja Grafindo Persada, 2015), h.16

nery wise
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melalui observasi dan pengamatan, pengolahan informasi atau data dan

menarik kesimpulan®.

We31dio yeH o

okasi dan Waktu Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA)

camatan Bunut yang merupakan Lembaga dibawah kemeterian agama

S BN AL

alam persoalan Nikah dan Rujuk juga pembinaan Keagamaan dalam bidang
%eluarga, masjid , wakaf dan persoalan agama lainnya, KUA Kecamatan bunut
gérletak di Kelurahan pangkalan Bunut, Kecamatan Bunut Kabupaten
pelalawan, Provinsi Riau, Pelaksanaan penelitian ini dilakukan sebelum dan

sesudah diseminarkannya proposal ini pada bulan Desember 2021 — Juni

2022.

Sumber Data Penelitian

Sumber data Primer, sebagai data primer dalam penelitian ini adalah
Peraturan- Peraturan terkait biaya Nikah Gratis di KUA dan hasil
wawancara, observasi, dokumentasi penulis dengan Pihak KUA
kecamatan Bunut.

Sumber data Skunder , yang diperoleh dari buku -buku, jurnal, artikel,
karya ilmiah dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang
diangkat dalam penelitian ini, diantaranya :

a. Undang-undang No.01 Tahun 1974 tentang perkawinan

b. Kompilasi Hukum Islam

8 Juliansyah Noor, Metodologi penelitian, (Jakarta: Kencana,2011), h.34.
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©
T cC. Buku -buku Figih dan Ushul Figih
0]
=
o d. data dokumen -dokumen serta arsip yang ada tentang pelaksanaan
©
o gratis pernikahan di KUA Kecamatan Bunut.
=
. Anforman Penelitian
(=
= Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan
w
dnformasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian
—
4. Informan Utama
=
2 Informasi penelitian diperoleh dari Petugas -Petugas di KUA
Kecamatan bunut yakni : - Kepala KUA Kecamatan Bunut 1 Orang - Staff
KUA Kecamatan Bunut 2 Orang, - dan Penyuluh Agama Islam KUA
Kecamatan Bunut 2 Orang
2. Informan pelengkap
Informan penelitian diperoleh dari 10 pasangan pengantin yang
7))
2 melaksanakan pernikahan gratis di KUA kecamatan bunut pada dua tahun
¢°]
:’T terakhir 2020 dan 2021.
8
=2
T:eknik Pengumpulan Data

Dalam metodologi penelitian kualitatif ada berbagai metode

engumpulan data atau sumber yang biasa digunakan. Teknik pengumpulan

431SIdATU

ta dalam penelitian kualitatif terdiri dar:
Wawancara mendalam yaitu teknik pengumpulan data atau informasi

dengan cara bertatap muka langsung dengan informan agar mendapatkan
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data lengkap dan mendalam, wawancara ini dilakukan dengan frekuensi
tinggi (berulang-ulang) secara intensif

Observasi lapangan yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan
pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu panca
indra lainnya,

Dokumen vyaitu data penelitian naturalistik diperoleh dari sumber bukan
manusia diantaranya dokumen dan bahan statistik dokumen terdiri atas
tulisan pribadi seperti buku harian, surat surat dan dokumen resmi.

Berdasarkan manfaat empiris metode pengumpulan data kualitatif yang

paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik

analisis data adalah wawancara observasi dan dokumentasi.

Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data

dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif seperti :

nery wisey jireAg uejjng j& A}ISI9ATU) AJUWR[S] 938}S 1

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan
bertahap dan mendalam langsung kepada informan atau seseorang yang
berwenang dalam pelaksanaan nikah gratis di KUA Kecamatan Bunut
Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi
penelitian untuk melihat kondisi sebenarnya yang terjadi di Pada
pelaksanaan pernikahan gratis di KUA Kecamatan Bunut

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui catatan tertulis
terutama arsip-arsip pendaftaran perniakahan, buku-buku, surat — surat,
regulasi-regulasi tertulis, yang berhubungan dengan penelitian nikah gratis

di KUA Kecamatan Bunut.
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F. Waliditas Data
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=
Z
©

85

Proses kerja penelitian sebagai kerja ilmiah, apakah dalam ilmu

&ksakta atau ilmu sosial memutlakkan objektivitas. Sebuah proses kerja ilmiah

wl

disebut memenuhi kriteria objektivitas jika persyaratan kesahihan (validitas)
-~

@an keteladanan (reabilitas) terpenuhi.

Dalam penelitian kualitatif objektivitas dipertentangkan dengan

SNS N

Bubjektivitas dalam data yang didasarkan pada pengalaman atau pengamatan

e

georang individu dianggap bersifat subjektif. Analisis triangulasi menganalisis

?awaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris ( Sumber

data lainnya). Penelitian ini bersifat kualitatif maka penerapan yang

digunakan harus valid dan mempunyai bukti-bukti yang kuat tidak ada
rekayasa.

Kesahihan (validitas) dan keteladanan (reabilitas) pada penelitian

alitatif disebutkan juga keabsahan data sehingga instrumen atau alat ukur

Ku

=4

:,yang dilakukan akurat dan dapat dipercaya.

o

= Untuk kevaliditasan data ini peneliti menggunakan analisis triangulasi
(o]

gata yang mana menganalisis jawaban dan meneliti kebenarannya dengan data

Al

gmpiris. Untuk mendapatkan meningkatkan ke validitas data maka peneliti

ot o
-

‘ékan menggunakan pengambilan data yang menggunakan Menggabungkan
-

%)eberapa teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan

-

=
€flokumentasi.
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eknik Analisis Data

H O

Analisis adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan menyusun

egdio ye

aik menggolongkannya dalam pola tema atau kategori analisis data

W

nerupakan proses urutan data mengorganisasikannya ke dalam suatu pola
tegori dan suatu uraian dasar.
Teknis analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah

eskriptif kualitatif. yaitu data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk

EXENS NIGA!

kata -kata atau gambar dari padapada angka-angka yang diperoleh melalui

e

Yawancara mendalam maupun observasi, hasil penelitian tertulis berisi
kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti
presentasi.

Prinsip pokok analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data
yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan
mempunyai makna®
Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif - kualitatif ,

ng mana menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang diteliti

E[\‘g 9}elg

Etalam bentuk kalimat yang diperolen darinwawancara, observasi dan
(o]
gokumentasi sehingga ditemukan pemahaman yang jelas mengenai Analisis
-
g)ampak PMA Nomor.12 Tahun 2016 Tentang Biaya Nikah Gratis Di KUA

=
E(ecamatan Bunut, Menurut Hukum Keluarga Islam.

Ku

8 Ardianto, Elvianaro, Metodologi Penelitian untuk Public Realtions Kuantitatif dan
atif, (Bandung :Simbiosa Rekatama Media, 2010) h.215.
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0]
: KESIMPULAN DAN SARAN
=
O
! é(esumpulan
;:' Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari
(=
Eenelitian ini adalah sebagai berikut :
ﬁ. Dalam pelaksanaanya aturan biaya Nikah gratis diregulasikan menjadi 3
(2]
> tahapan, yakni dalam PP nomor 14 tahun 1948, PP nomor 19 tahun 2015
Py
© dan PMA Nomor 12 Tahun 2016. Pernikahan gratis dimuat dalam ketiga
e

aturan tersebut dengan poin -poin penting, yakni pernikahan gratis bagi
yang melaksanakan di dalam kantor dan jam kantor, dan pernikahan
berbayar Rp.600.000, bagi yang menikah di luar kantor. Juga pernikahan
gratis di luar kantor dengan menyertakan SKTM .

Mengenai dampak Nikah Gratis diluar KUA di KUA Kecamatan Bunut,
dibagi menjadi 2 bagian yakni dampak positif dan negatif bagi Pengantin,
dan dampak Positif dan negatif bagi pihak KUA. Dampak positif yang
dirasakan pengantin, umumnya bisa memberikan mereka kemudahan dan
keringanan biaya pernikahan, sementara itu dampak negatifnya adalah
menikah secara gratis diKUA banyak diminati oleh kalangan masyarakat,
berpendidikan dan berekonomi rendah. Sehingga dikhawatirkan calon
pengantin tidak mampu untuk menjalankan bahtera rumah tangga dengan
baik, meningagat juga bahwa salah satu Asas dalam pernikahan ialah

kematangan calon pengantin.

115
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Menurut Hukum islam pernikahan gratis dengan biaya Rp.0, - adalah
memberikan suatu hal yang dapat memberikan kemudahan bagi calon
pengantin yang akan menikah. Yang harusnya berbayar menjadi gratis.
namun hal ini berlaku bagi catin yang menikah dikantor dan didalam
kantor.

Sementara itu bagi pengantin yang ingin tetap melaksanakan pernikahan
diluar kantor wajib menyertakan surat keterangan tidak mampu (SKTM),

syarat inilah yang menjadi alasan dikhawatirkan akan mempengaruhi

nery ejlsng NN Y!jlw ejdio yek o

hukum pernikahan bagi seorang laki -laki, karna dianggap belum mampu.

. Saran

1. Kepada yang berwenang untuk membuat aturan pada sistem pembiayaan
pelayanan nikah, seharusnya menyertakan pihak KUA dalam hal ini,
mengingat bahwa KUA adalah Aparatur negara yang secara langsung
melayani masyarakat, baik dalam pengurusan admisnistrasi hingga

pembimbingan calon pengantin, dan yang harusnya difasilitasi oleh negara
d

Twe[sy ajels

alam hal ini adalah juga tentang pembiayaan Pendidikan pra Nikah pada

un >

para calon pengantin, hal ini tentu bisa dilakukan dengan mengadakan

penyuluhan-penyuluhan ditingkat Sekolah Menengah Pertama. Seperti

AJISIDA

Pendidikan akhlak, dan Pendidikan Pra Nikah.

epada Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut , agar melihat

A

embali aturan- aturan terkait biaya nikah baik itu yang berbayar maupun

tarif Rp.0 atau gratis , dikantor maupun luar kantor, dan memperbaharui

nery wisey jrreAg uejng jo
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©

T aturan yang selama ini menjadi pedoman dalam hal pembiayaan kepada
0]

aturan yang paling baru yakni, PMA Nomor 12 tahun 2016. Dan sekaligus

10 Y

menginformasikan dan mengumumkan kepada masyarakat dilingkungan

- kecamatan bunut.

yijlw eyd

- Kepada masyarakat khususnya calon pengantin yang akan menikah

NI

¢, SEYOgyanya telah melengkapi seluruh persyaratan baik administrasi dan

§ kesiapan mental , materim dan ilmu agama, dengan mengikuti penyuluhan

; Pra Nikah yang telah diadakan oleh Pihak KUA maupun Lembaga -lembaga

g yang ada.

4. Kepada Peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti lebih lanjut terkait
permasalahan ini, agar aturan-aturan terkait pernikahan termasuk
didalamnya biaya pernikahan, dapat ditinjau lebih dalam , terutama pada
syarat yang diwajibkan kepada calon pengantin yang memilih pernikahan

diluar kantor dengan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu

(SKTM), dari persepsi masyarakat dan tokoh -tokoh agama.
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Rikic Sanjaya, Efektifitas Pelaksanaan Nikah Gratis sebagai penerapann
Qx’ Peraturan Pemerintah NO.19 tahun 2015 Pasal 5,( Skripsi IAIN METRO,
~ Lampung: 2018)

Subgit Bina Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta : Ditjen Bna
KUA & Keluarga Sakinah,2017)

Toha Ma’arif, Pencatatan pernikahan (analisis dengan pendekatan, Qiyas,
= Istihsan, Sadd al Dzari'ah , Mashlahah Musrsalah dan Hukum Positif di
— Indonesia, Jurnal UNUL, Lampung: 2017

Thahir Mahmood, Personal Law in Islam Countries, (New Delhi :1987)
w

Un&ang-undang No 22 tahun 1946 jo.Undang-undang Nomor 32 tahun 1954)
~

Una’ang-undang republic Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bab

Z. | Dasar perkawinan pasal 1&2.
QO

Wawancara dendan Bapak Muhklisin, S.HI , KA KUA Kecamatan Bunut, tanggal
16 februari 2022.

Wawancara dengan Bapak Hendra, S.IP Operator Simkah KUA Kecamatan
Bunut, tanggal 14 Februari 2022.

Wawancara dengan Bapak Mukhlisin, S.HI Kepala KUA Kec.Bunut, tanggal 15
Februari 2022

Wawancara dengan Kamarudin, penyuluh Agama Non PNS KUA Kecamatan
Bunut, tanggal 16 Februari 2022.

Wagu'c)/ancara dengan Ketua Tata Usaha KUA Kecamatan, Bapak Riko candra,
tanggal 09 Februari 2022.

Wayvancara dengan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut, tanggal 17
Februari 2022.
Watancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci, Bapak Azwar

Zainal, S.Ag, tanggal 09 Februari 2022
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UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PASCASARJANA
Lalall Silal y sli G4l

THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : JI. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004

Phone & Facs, (0761) 858832, Website: https//pasca.uin-suska.ac.id Email : pasca@uin-suska.ac.id
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Nomor
Lamp.
Hal

:B-817/Un.04/Ps/HM.01/03/2022
:1 berkas
:Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Pekanbaru, 16 Maret 2022

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Prov. Riau

Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan
Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : MILLAH SHADIQOH
NIM : 22090220009
Program Studi : Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun : IV (Empat) / 2022

: ANALISIS DAMPAK PMA NO.12 TAHUN
2016 TENTANG BIAYA NIKAH GRATIS
(RP.0) DI KUA KECAMATAN BUNUT
MENURUT HUKUM ISLAM

Judul Tesis/Disertasi

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulkan data dan informasi yang
diperlukannya dari KUA.KECAMATAN BUNUT KABUPATEN PELALAWAN

Waktu Penelitian: 3 Bulan (16 Maret 2022 s.d 16 Juni 2022)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
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PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai | dan Il Komp. Kantor Gubemur Riau
Ji. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/46283
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah memb;é):‘lszd?;t
Permohonan  Riset dari : Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor
B-817/UN.04/PS/HM.01/03/2022 Tanggal 16 Maret 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama © MILLAH SHADIQOH

2. NIM/KTP 22090220009

3. Program Studi : HUKUM KELUARGA S2

4. Konsentrasi Do

5. Jenjang : 82

6. Judul Penelitian © ANALISIS DAMPAK PMA NO.12 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA NIKAH GRATIS
(RP.0) DI KUA KECAMATAN BUNUT MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM

7. Lokasi Penelitian : KANTOR URUSAN AGAMA (KUA} KECAMATAN BUNUT KABUPATEN

PELALAWAN RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tefah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan da

pat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan
Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 Maret 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
e ] Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DPM | DiNAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP § PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU :

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Ria di Pekanbaru
2. Bupati Pelalawan §
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbary
4. Yang Bersangkutan
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PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email - dpmptsp. pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

REKOMENDASI
Nomor : 504/ DPMPTSP/2022/0066

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang
Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan Surat dari
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor :
Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/46283 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : MILLAH SHADIQOH

2. NIM / KTP 122090220009

3. Program Studi : HUKUM KELUARGA S2

4. Jenjang ;82

5. Alamat : JL. AKASIA

6. Judul Penelitian ~ : ANALISIS DAMPAK PMA NO.12 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA NIKAH
GRATIS (RP.0) DI KUA KECAMATAN BUNUT MENURUT HUKUM
KELUARGA ISLAM

7. Lokasi Penelitian : KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BUNUT KABUPATEN
PELALAWAN RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak
ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.

2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini
dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu
kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 1 April 2022

Dtandatangan: secara otektronik oish
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PELALAWAN

BUDI SURLANI, S Hut, M.M
Pambing Tk |
NP 10701206 199503 1 002

Tembusan :

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Riau
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan

Direktur Program Pascasarjana Uin Suska Riau Di Pekanbaru

Yang Bersangkutan

b ol o

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara

- Berdasarkan Undang-undang informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, Tanda Tangan
Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

:
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KI—MEN TERIAN AGAMA KABUPATEN PELALAWAN
KANTOR" URUSAN AGAMA KECAMATAN BUNUT
Jalan : Laksemana Nomor 07, Kelurahan Pangkalan Bunut, Kecamafar Bunut
Kode Pos 28383
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REKOMENDASI
Nomor : 034/KUA05.04/05/BA/V/2022

AKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
UMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN

Nardacarl-a Qiirnt Criend {ne: TNAS PITMNTAN ANSANT ‘\ f T‘\\T AN DT AN NAN
veraasarKan surat SQUIdL Udll DJUNAYD FLENANANAN /AL D.“\_‘“ Al .k‘t‘\_“«
TERPADII SATIT PINTIT TPATEN 1 Namar -

TEl “;-D SATU DI -JT‘\ K %BI,‘P.X[T- PFL ALAWAN Nomor

1
i
Y NTM /Y
o INIML /K 4
2 ratm Gt MTIIKITM YTTITARC A @9
3. Program Studi HUKUM KELUARGA 52
4. Jenjang 52
& Alaviss
J. Alamat
~
AN

‘\lf’\I\’ NITNTTT

menyimpang dari ketentuan yang
Pra Riset dan Dengwmnubr dma ini

nana mesiinya
ddn Kepada

Valamponr
AClallldl
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U\/I Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

..\ ...l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

“,/\._nn b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

if Kasim Riau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
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Kasim Riau

/\ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
u__.-;l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

M... .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
l/_.-\.n b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
= H /\D b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f Kasim Riau



© - Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




‘Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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© f Kasim Riau

/\ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
u__.-;l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

— [ = a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

i b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

©
=
Q
=
o

1. ldentitas Diri

Nama : Millah Shadigoh

Tempat/tanggal Lahir : Pekanbaru, 31 Juli 1996
Agama : Islam

Alamat : JI. Akasia , Pangakalan Kerinci Kota,
Kabupaten Pelalawan

Pekerjaan : Mahasiswi

Kewarganegaraan : Indonesia

nei

2. Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar Negeri 001 Lubuk Terap

2. Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah Pekanbaru
3. Madrasah Aliyah Darel Hikmah Pekanbaru

4. Strata 1 (S1) Hukum Keluarga UIN Suska Riau

Deriﬁ’ikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 23 Juni 2022

Millah Shadigoh
22090220009
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